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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT POLEKO YUBARSONS 

UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Maluku Utara Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 
Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Menteri Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 
2025 

g. Tim Audit : a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH Hulu / Ketua Tim 
Audit) 

b) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Produksi) 
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi) 
d) M. Irfan Khairullah, S.Hut. (Auditor PHL Sosial)  

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT POLEKO YUBARSONS 

b. Alamat Kantor : 1. Jln. Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K7. No. IV Kel. 
Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat 
Prov. DKI Jakarta 11610  

2. Desa Baru Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara 

c. Email  : - 
d. Nomor SK PBPH : No : 962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999; Jo No. 

SK.915/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021; Jo 
No. SK.991/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/2022 tanggal 9 September 2022; 
Jo No. SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±69.815 Hektar di Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

f. Nomor S-PHL : No. 064.SPHL.017

 Masa Berlaku : 11 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2030

g. MR auditi untuk
kegiatan audit

: Susilo Adiyanto 
Jabatan : Wakil Manager Camp 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan :Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

4 November 
2025 

 Dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom 
Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk dikonfirmasi ke 
UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan di 
daerah sebelum penilaian 
lapangan 

6 November 
2025 

 Dilakukan secara online dan offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wilayah XVI Ambon (online); dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara (offline) 
c) Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 

menggunakan form F1-02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik - - 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

14 – 19 
November 
2025 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal PBPH auditi. 
 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan pertemuan 

pembukaan, untuk menyampaikan rencana teknis 
pelaksanaan audit dan tata tertibnya, dan diakhiri 
dengan pertemuan penutupan, untuk menyampaikan 
hasil audit dan kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan BAP 
menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan untuk 
pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL menggunakan Standar 

Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 1.1 
SK.9895 oleh auditor prasyarat (Suhardi), 
produksi (Amin Pujiyanto), ekologi (Bayu Satria 
Pramana) dan sosial (M. Irfan Khairullah). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan 
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 
SK.9895 oleh auditor VLHH Hulu (Suhardi) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesuai form F1-02.8 Rev.1 

5. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

19 November 
2025 dan  
21 November 
2025 

 Dilakukan secara online dan offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wilayah XVI Ambon online tanggal 19 

November 2025; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara offline 

tanggal 21 November 2025 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak lanjutnya atas 
informasi yang disampaikan pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 
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4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 
realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT 
dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk 
pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai keputusan Menteri yang 
menangani masalah kehutanan sebagai berikut : 
1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No : 962/Kpts-

II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT 
Poleko Yubarsons Trading Coy di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. SK HPH berlaku 
untuk jangka waktu 55 tahun ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
Dr. Ir. Muslimin Nasution yang dilengkapi peta lampiran skala 1:100.000 dengan areal 
seluas ±86.599 Ha dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
tanggal 14 Oktober 1999 legal dan sah. 

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.915/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan alam. 

3) SK Perubahan Kedua berupa perubahan nama perusahaan sesuai dengan keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.991/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/ 2022 tanggal 9 September 2022. Pada SK ini 
mengubah sepanjang menyangkut nama PBPH yang semula atas nama PT Poleko 
Yubarsons Trading Coy menjadi atas nama PT Poleko Yubarsons. 

4) SK Perubahan Ketiga berupa perubahan luas areal sesuai dengan keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.17/MenLHK/Setjen/ 
HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari 2023. Pada SK ini mengubah luas areal PBPH PT 
Poleko Yubarsons menjadi seluas ±69.815 Ha di Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan 
Prov. Maluku Utara dan terdapat peta lampiran skala 1:150.000 yang ditandatangani 
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tanggal 13 Januari 2023. 

PT Poleko Yubarsons belum merealisasikan penataan batasnya dan dokumen administrasi 
tata batas belum tersedia di lapangan. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons belum merealisasikan penataan batasnya, batas yang ada saat ini 
merupakan batas yang lama dan pelaksanaannya pada tahun 1973, 1974 1992 dan 1993 
pada perizinan sebelumnya, sedangkan mengacu pada SK PBPH Perubahan Ketiga sesuai 
dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.2/1/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang mengurangi luas areal 
menjadi seluas ±69.815 Ha belum terdapat dokumen rencana penataan batas, instruksi 
kerja maupun kegiatan pemancangan batas di lapangan 

c. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable 
(NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 
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NILAI : Not Applicable (N/A) 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Poleko Yubarsons diverifikasi tidak dijumpai adanya penggunaan areal 
izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Kementerian Kehutanan)  

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi di lapangan terdapat areal yang dikuasai 
pihak lain termasuk di dalamnya penggunaan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan 
perladangan, perkebunan dan pemukiman dari masyarakat desa di sekitar areal PBPH, dan 
areal APL yang digunakan untuk pemukiman sarana prasarana Desa dan fasilitas umum. 

Hasil overlaping peta areal kerja PT Poleko Yubarsons dengan Peta Perkembangan 
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 (Lampiran 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6601/MenLHK-
PTKL/KUH/PLA.2/10/ 2021 dan peta penafsiran Citra Satelit skala 1:250.000, Mosaic Citra 
Sentinel 2A Band 11 8 4 Scene T52MCD Liputan Tanggal 8 Februari 2025 dan Liputan 
tanggal 14 Mei 2025, sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya 
Hutan No. S.1454/IPSDH/PSDH/PLA.1.03/B/11/2025 tanggal 3 November 2025 
menunjukkan bahwa pada areal PT Poleko Yubarsons terdapat Areal Penggunaan Lain 
(APL) yang berada di sepanjang pantai dengan deliniasi areal seluas ±7.984 Ha. 

PT Poleko Yubarsons melakukan identifikasi atas penguasaan lahan pada areal PBPH-nya 
di wilayah utara dan diidentifikasi adanya kegiatan perladangan aktif maupun tidak aktif 
berupa penandaan batas ladang masyarakat yang sebagian besar berada pada areal PNH 
(Penanaman Non Hutan) serta memetakannya pada Peta Penguasaan Lahan Areal PT 
Poleko Yubarsons skala 1:100.000 seluas ±8.932 Ha. 

Dengan demikian jumlah areal yang dikuasai oleh pihak lain dan berpotensi menjadi konflik 
di lapangan adalah berupa areal perladangan seluas ±8.932 Ha dan areal yang sudah 
menjadi perkampungan penduduk dan perladangannya berupa APL seluas ±7.984 Ha, 
sehingga total penguasaan oleh pihak lain menjadi seluas ±16.916 Ha atau besarnya 
penguasaan lahan oleh PT Poleko Yubarsons seluas (±69.815 Ha - ±16.916 Ha = ±52.899 
Ha) atau sebesar 76%. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.1 

: 9/15x100% = 60,00%  = SEDANG 

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Direktur Utama PT Poleko Yubarsons telah menetapkan visi dan misi sesuai dengan 
keputusan Direksi No.01/SK/Dir-PY/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.  
Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan 
dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian 
sosial berdasarkan peraturan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi PT 
Poleko Yubarsons telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi, 
aspek ekologi, dan aspek sosial. 
Visi dan misi PT Poleko Yubarsons telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan 
masyarakat sekitar dengan bukti dokumen berita acara sosialisasinya. 
a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT Poleko Yubarsons pada hari Senin 

tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Kantor Basecamp Kadera PT Poleko Yubarsons yang 
dihadiri oleh karyawan PT Poleko Yubarsons dengan daftar hadir sebanyak 14 orang. 

b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT Poleko Yubarsons pada hari Senin 
tanggal 10 Februari 2025 bertempat di Kantor Basecamp Kadera PT Poleko Yubarsons 
yang dihadiri oleh karyawan PT Poleko Yubarsons dengan daftar hadir sebanyak 30 
orang. 
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c) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Baru Kec. Obi pada tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Desa Baru Kec. 
Obi dan dihadiri oleh Camat Obi, Danramil, Kamtibmas, Kepala Desa, Ketua BPD, 
Kadus dan Kaur serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 26 orang. 

d) BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Baru Kec. Obi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di Kantor 
Desa Baru Kec. Obi dan dihadiri oleh Camat Obi, Danki Brimob, Kepala Desa, Ketua 
BPD, Kadus dan Kaur serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 15 orang  

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai 
dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut : 

1. Misi mewujudkan Unit Pengelolaan Hutan yang Efektif, Efisien dan dijamin dengan 
kepastian hukum terhadap status keberadaan kawasan hutannya belum sepenuhnya 
diimplementasikan khususnya terkait penetapan organisasi dengan pengisian SDM 
profesional kehutanan dan GANISPH yang tidak lengkap, belum melakukan 
pemancangan batas konsesi untuk memastikan status keberadaan kawasan dan 
kepastian hukum sejak diterbitkannya addendum SK PBPH yang mengubah luas areal 
menjadi seluas  69.815 Ha. PT Poleko Yubarson telah memiliki dokumen legalitas SK 
PBPH, dokumen lingkungan, RKUPH dan RKTPH. Nilai implementasi misi 1 (0,6x25% 
= 15%)  

2. Misi meningkatkan kualitas, potensi dan produktifitas hutan alam telah 
diimplementasikan dalam bentuk penyusunan rencana jangka panjang dan jangka 
pendek, melakukan pemanenan kayu sesuai dengan etat luas dan etat volume, 
kegiatan pembinaan hutan dan merealisasikan produksi kayu setiap tahunnya. Nilai 
implementasi misi 2 (0,7x25% = 17,5%) 

3. Misi menjaga fungsi konservasi Sumber Daya Hutan dengan menetapkan dan menjaga 
kelestarian kawasan lindung sebagai bagian tidak terpisahkan dari areal pengelolaan 
hutan alam telah diimplementasikan dengan melakukan studi Amdal, menetapkan 
kawasan lindung dan pengelolaan hutan lestari lainnya. Nilai implementasi misi 3 
(0,8x25% = 20%) 

4. Misi mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya untuk menjamin 
terselenggaranya distribusi manfaat hutan secara efisien, adil dan merata telah 
diimplementasikan dengan pemberian kesejahteraan berupa penggajian dan 
pemberian fasilitas sesuai peraturan dan ketentuan normatif serta kegiatan kelola sosial 
termasuk pemberian bantuan CSR kepada masyarakat sebagaimana informasi yang 
telah disampaikan oleh masyarakat terdampak. Nilai implementasi misi 4 (0,7x25% = 
17,5%) 

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Poleko 
Yubarsons telah dijalankan mengarah kepada visi dan misi walaupun belum sepenuhnya 
diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi.  Manajemen PT Poleko Yubarsons telah 
mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah kepada visi dan misi 
dengan penerapan/ implementasi secara keseluruhan sebesar (15%+17,5%+20%+17,5% = 
70%). 

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: 7/9x100% = 77,78%  = SEDANG 

3. Indikator 1.3 : Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang 
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan 
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 
hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Poleko Yubarsons telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan 
lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 002/SK/Dir-PY/I/2024 tanggal 8 
Januari 2024 dan pada tahun 2025 terdapat pembaruan sesuai dengan SK, Bagan Struktur 
Organisasi dan job description terkini, No. SK.12/PY/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 
tentang penetapan struktur organisasi, uraian tugas & tanggung jawab PT Poleko 
Yubarsons. Terdapat lampiran SK berupa Job Description pada masing-masing jabatan dan 
Bagan Struktur Organisasi. 
Secara umum struktur organisasi PT Poleko Yubarsons dinilai telah disahkan dan 
menunjang untuk merealisasikan visi dan misi terkait pengelolaan hutan lestari. 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 
menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 
pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Poleko Yubarsons sampai dengan 
saat audit sebagai berikut : 
1) Sarjana Kehutanan : 

- Total dimiliki saat ini 2 (dua) orang. 
- Bertugas di lapangan sejumlah 2 (dua) orang dengan penempatan tersebar di 

bagian operasional lapangan seperti Perencanaan Hutan, dan K3. 
2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : 

- Total dimiliki saat ini tidak ada. 
- Bertugas di lapangan tidak ada 

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) saat audit : 

No. 
Kompetensi 
GANISPH 

JUMLAH 

RKUPH RKT 2025 
Analisis 

Beban Kerja 
Realisasi 

1. Kurpet 1 1 1 - 

2. Canhut 2 1 2 1 

3. Binhut 2 1 2 - 

4. Nenhut 2 1 2 - 

5. PKB 3 2 2 2 

 Jumlah 10 6 9 3 

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk 
GANISPH tersedia.  

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk 
untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Poleko Yubarsons dengan pelaksanaan pelatihan-
pelatihan secara periodik per tahun sebagai berikut : 
1) Pada tahun 2024 PT Poleko Yubarsons merencanakan 5 orang untuk peningkatan 

kompetensi berupa Bimtek GANISPH 2 orang dan Penilaian Kinerja GANISPH 3 orang 
dan seluruhnya terealisasi pada tahun 2024 atau sebesar 100% berupa pelatihan/ 
Bimtek GANISPH dan Penilaian Kinerja GANISPH. 

2) Pada tahun 2025 PT Poleko Yubarsons merencanakan 7 orang untuk peningkatan 
kompetensi berupa Bimtek GANISPH 3 orang dan Penilaian Kinerja GANISPH 4 orang, 
namun kegiatan Bimtek GANISPH sampai bulan November masih belum dilaksanakan 
dan Penilaian Kinerja GANISPH telah direalisasikan sebanyak 4 orang pada tahun 
2025 (57%). Namun demikian terdapat realisasi kegiatan peningkatan kompetensi yang 
tidak direncanakan berupa Bimtek Penetapan Harga patokan melalui SIPATOK 
sebanyak 3 orang dan Penetapan Harga Patokan melalui SIPNBP sebanyak 1 orang 
serta sosialisasi Juknis Pengawasan Hutan sebanyak 1 orang terealisasi pada tahun 
2025. 
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Peningkatan kompetensi rata-rata sebesar 78,5% dan terdapat realisasi peningkatan 
kompetensi dari personil PT Poleko Yubarson yang tidak direncanakan berupa kegiatan 
Bimtek Penetapan Harga melalui SIPATOK dan melalui SIPNBP sebanyak 4 orang serta 
sosialisasi Juknis Pengawasan Hutan sebanyak 1 orang. 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya merupakan tenaga 
tetap PBPH PT Poleko Yubarsons dan diverifikasi : 
1. Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia keseluruhan. 
2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem SIGANISHUT. 
3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah mendapatkan SK 

Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XVI Ambon 
4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi tersedia lengkap 
5. Sertifikat Kompetensi GANISPH PT Poleko Yubarsons diverifikasi lengkap. 
6. Terdapat SK Penempatan pada Struktur Organisasi  
7. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi terdapat dalam daftar karyawan yang 

bertugas di PT Poleko Yubarsons.  
8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, 

BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak 
dan kewajiban dalam peraturan perusahaan 

Nilai Kinerja Indikator 
1.3 

: 17/21x100% = 80,95%  = BAIK 

4. Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Poleko Yubarsons telah membangun dan memilki sistem informasi berbasis 
teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan telah beroperasional secara 
efektif, meliputi : 
1) Ketersediaan aplikasi atau program terkait administrasi dan operasional dengan sistem 

informasi berbasis IT menggunakan aplikasi yang biasa digunakan seperti email, 
program pengilahan data dan laporan serta aplikasi pelaporan dari kementarian 
kehutanan. 

2) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer, laptop, Modem, 
dan radio komunikasi untuk komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan 
data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun pelaporan eksternal. 

3) Keberadaan jaringan internet di basecamp PT Poleko Yubarsons menggunakan internet 
starlink, untuk kepentingan komunikasi, pengiriman data dan informasi serta laporan 

4) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang bertugas untuk 
menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan informasi dan menyajikannya 
menjadi laporan yang siap digunakan. 

5) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang dijadikan sarana 
untuk berbagi data dan informasi lainnya.  

Hasil observasi dan wawancara dengan operator SIM diketahui bahwa di Basecamp PT 
Poleko Yubarsons  dan Mess serta pada masing-masing bagian terdapat peralatan SIM dan 
tenaga atau personil yang mengopersionalkan peralatan SIM tersebut.  
 

b. Verifier 1.4.2 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Jabatan SPI pada PT Poleko Yubarsons telah ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan  
Keputusan Direktur Utama No. 21.A/SK/Dir-PY/VII/2024  tanggal 24 Juli 2024 dengan 
menunjuk petugas pelaksana SPI sebagai berikut :  
a) Tjiang Lili Juliani (Ketua) 
b) Ayu Pratiwi (Anggota) 
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa SPI PT Poleko 
Yubarsons telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode audit dan 
dinilai masih belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan 
lestari dan baru pada bagian bidang TPTI dan tidak terdapat monitoring dan evaluasi pada 
tahapan lainnya. 
Dengan demikian kegiatan SPI PT Poleko Yubarsons dinilai belum berjalan dengan efektiif 
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya kegiatan organisasi 
sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan.   

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil analisis terhadap laporan SPI PT Poleko Yubarsons yaitu pada pemeriksaan selama 
periode audit dinilai belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan pengelolaan hutan 
lestari dan terdapat temuan ketidaksesuaian pada masing-masing bagian yang diperiksa. 
Namun hasil temuan SPI pada periode audit dinilai telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan 
menyertakan bukti tindakan perbaikan berupa foto dokumentasi di lapangan pada setiap 
temuan ketidaksesuaian dan temuan ketidaksesuaian telah dinyatakan closed 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan 
instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah menunjuk personel sebagai operator atau tenaga pelaksana 
sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian 
Kehutanan) meliputi : 

No. Nama Sistem 
Informasi 

Tenaga Pelaksana No. dan Tanggal SK Direksi 

1 SIPASHUT Wimpi Manikam, S.Hut. 024/SK/Dir-PY/III/2024 tgl 11/03/2024 

2 SIPUHH  Eko Heri Sukoco 021/SK/Dir-PY/II/2024 tgl 05/02/2024 

3 SIPNBP Eko Heri Sukoco 023/SK/Dir-PY/III/2024 tgl 11/03/2024 

4 SIGANISHUT Eko Heri Sukoco 026/SK/Dir-PY/III/2024 tgl 18/03/2024 

5 SIPONGI Asis Sohilauw 024/SK/Dir-PY/III/2024 tgl 21/08/2025 

 
Hasil pengecekan operasional pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Kementerian Kehutanan) sebagai berikut : 

a. Terhadap pelaporan SIPASHUT, PT Poleko Yubarsons telah menjalankan penyusunan 
RKTPH tahun 2024,  dan tahun 2025 melalui sipashut dan pelaporan bulanan 
SIPASHUT tahun 2025 dinilai sepenuhnya patuh, dilaporkan tepat waktu setiap 
bulannya. Namun untuk laporan bulanan tahun 2024 masih belum sepenuhnya 
dilakukan secara tertib tepat waktu setiap bulannya. Sedangkan kelengkapan isi 
laporan dinilai masih belum lengkap dan belum sepenuhnya melaporkan kegiatan 
realisasi di lapangan seperti pelaporan Ganisph, keuangan, kemitraan, pemetaan 
konflik, tata batas dan sebagainya.  

b. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Poleko Yubarsons 
telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu 
melalui SIPUHH dengan baik dan patuh. PT Poleko Yubarsons pada saat audit 
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diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas PSDH dan DR dari 
produksi kayunya. 

c. Terhadap  pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Poleko 
Yubarsons telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat dokumen 
administrasi penunjang kelengkapan legalitas GANISPH seperti ijazah pelatihan, kartu 
ganis, sertifikat kompetensi, SK Penugasan, dan SK Penempatannya. 

d. Terhadap pelaporan SIPONGI diverifikasi terdapat pelaporan selama tahun 2024 dan 
2025, sesuai dengan ketentuan. 

e. Terhadap pelaporan SIMPEL diverifikasi belum memiliki akun, dan belum aktif 
digunakan untuk pelaporan kelola lingkungan termasuk pelaksanaan RKL RPL dan 
pengelolaan Limbah B3. 

f. Terhadap laporan SIPATOK diverifikasi telah aktif melakukan pengisian penjualan dan 
invoice harga kayu pada penjualan sesuai SKSHHK-KB yang diterbitkan. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.4 

: 18/21x100% = 85,71%  = BAIK 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PBPH PT Poleko Yubarsons telah menyusun dan menetapkan RKT, 
masing-masing untuk tahun 2024 dan 2025 
Kegiatan operasional RKT telah dilakukan pemberian informasi yang memadai kepada 
masyarakat desa terdampak operasional melalui pelaksanaan sosialisasi kepada 
masyarakat desa terdampak sebagai berikut : 
Sosialisasi RKT dan PADIATAPA tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan dokumen BAP 
Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan RKT 2024 yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Baru Kec. Obi pada tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Desa Baru Kec. Obi 
dan dihadiri oleh Camat Obi, Danramil, Kamtibmas, Kepala Desa, Ketua BPD, Kadus dan 
Kaur serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 26 orang. 
Sedangkan sosialisasi dan PADIATAPA tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan dokumen 
BAP Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh 
masyarakat di Desa Baru Kec. Obi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di Kantor Desa 
Baru Kec. Obi dan dihadiri oleh Camat Obi, Danki Brimob, Kepala Desa, Ketua BPD, Kadus 
dan Kaur serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebanyak 15 orang. 
Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah 
dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal 
tanpa paksaan, dan dilakukan secara konsisen kepada seluruh desa binaan sesuai dengan 
desa binaan pada RKT 2024 dan RKT 2025 setiap tahunnya. (100%). 
Kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan CSR dan fee produksi kayu telah 
direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dengan masyarakat. 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat diperoleh dalam 
bentuk terlaksananya kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung di areal PT Poleko 
Yubarsons kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi RKT menjelaskan juga materi 
tentang keberadaan kawasan dilindungi dan tidak ditebang pada areal RKT PT Poleko 
Yubarsons berupa Kebun Benih dan Sempadan Sungai. Di samping itu kegiatan pemberian 
informasi tentang kawasan lindung juga dilakukan pada saat melakukan sosialisasi visi misi 
perusahaan. 
Di dalam areal produksi RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 diverifikasi terdapat lokasi yang 
ditandai sebagai areal yang tidak ditebang berupa Kebun Benih dan Sempadan Sungai,. 
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Lokasi tersebut telah ditandai di lapangan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat 
bersamaan dengan sosialisasi RKT yang telah dilakukan sebagaimana verifier 1.5.1. di atas 

Nilai Kinerja Indikator 
1.5 

: 9/9x100% = 100,00%  = BAIK 

 
B. Aspek PRODUKSI 

 
1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa 
RKUPH Periode 2023 – 2032 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
 Dokumen disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 

7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 di Jakarta oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Lestari a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto NIP 19630807 198803 1 
001 

 Dokumen tersedia secara lengkap meliputi Buku dan Lampiran Peta skala 1 : 100.000 serta SK 
Pengesahannya, juga kelengkapan penunjangnya berupa dokumen IHMB yang telah disahkan. 

 Berdasarkan dokumen, jenis usaha pemanfaatan hutan hasil hutan yang dikembangkan saat ini 
sesuai RKUPH Periode 2023 – 2032, meliputi : 
- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam, mealaui sistim silvikultur TPTI dengan etat luas 

maksimum ± 14.004 Ha/10 tahun dan etat volume maksimum ± 372.593,94 m3 /10 tahun 
sesuai IHMB. 

- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); dan 
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pemulihan 

Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon) 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 PT Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan penataan areal kerja 
dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami. Kegiatan penataan areal kerja ke dalam 
blok dan petak dilakukan berdasarkan dokumen RKT yang telah disahkan sebagaimana tertuang 
dalam SK dan buku RKTPH. Terdapat selisih luas antara implementasi penataan areal kerja di 
lapangan pada kegiatan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 dengan rencana jangka Panjang yang tertuang 
dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032. Kesesuaian Penataan Areal Kerja Hasil Hutan 
Kayu Tumbuh Alami dengan rencana yang tertuang dalam dokumen RKUPH sebagai berikut : 

Tahun 
RKU RKT Selisih 

Luas (Ha) Lokasi Luas (Ha) Lokasi Luas (Ha) % 

2024 1.480 XII 1.179 XII 301 79,66 

2025 1.460 XIII 1.308 XIII 152 88,38 

Rata-rata kesesuaian 84,02 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode Penilikan ke-1 tingkat kesesuaian 
penataan areal kerja di lapagan dengan dokumen RKUPH Periode 2023 -2032 sebesar 84,02%. 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan penataan areal kerja pada blok dan petak tebangan 
dengan mengacu pada SOP, yang terakhir yaitu SOP Penataan Areal Kerja No. Dok. SO-1-01 Rev. 
01 Terbit tanggal 18 Agustus 2025. Diantara anggota tim yang melakukan kegiatan penataan areal 
kerja yaitu dari  bagian Perencanaan (Surveyor) PT Poleko Yubarsons yaitu Aziz, Yusuf, Natan dan 
Nai. 
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Di dalam dokumen rencana dan realisasi biaya pengelolaan hutan tahun 2024 terdapat pengeluaran 
biaya Perencanaan (yang di dalamnya termasuk kegiatan penataan areal kerja) sebesar Rp 
339.680.000. Dokumen RKTPH Tahun 2024 disahkan pada tanggal 22 Juli 2024 melalui SK Direktur 
Utama PT Poleko Yubarsons No. 027/SK/Dir-PY/VII/2024 setelah adanya pengesahan dokumen 
RKUPH pada tanggal 4 Juni 2024. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan atas kejelasan batas 
kompartemen (blok dan petak) diketahui sebagai berikut : 

Uraian 
Koordinat 

Keterangan 
LS BT 

Plang RKT 2025 1°24’42,636’’ 127°36’14,286’’ Terbuat dari papan ukuran 
80x150cm 

Plang Batas Petak AJ.12-
AJ.11 RKT 2025 

1°24’43,338’’ 127°36’13,644’’ Terbuat dari papan ukuran 
10x50cm 

Tolet Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’44,664’’ 127°36’13,728’’ Tolet merah strip 2  pada 
pohon 

Tolet Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’44,958’’ 127°36’13,608’’ Tolet merah strip 2  pada 
pohon 

Pal Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’43,338’’ 127°36’13,644’’ Terbuat dari balok kayu 
ukuran 8x8x75cm bercat 
merah putih 

Rintis Batas Petak AJ.12-
AJ.11 RKT 2025 

1°24’44,916’’ 127°36’13,596’’ Lebar rintisan 1 m 

Batas Petak AI.15 RKT 
2026/AI.14 RKT 2025 

1°25’20,796’’ 127°37’48,844’’ Tolet 3 warna merah pada 
pohon  

Plang Batas Petak AI.13/AI.12 
RKT 2025 

1°25’9,126’’ 127°36’45,948’’ Ukuran Plang 10x40cm  

Plang Batas Petak AI.13/AI.14 
RKT 2025 

1°25’18,12’’ 127°37’18,39’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Plang Batas Petak AJ.12/AI.12 
RKT 2025 

1°25’4,764’’ 127°36’32,07’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Plang RKT 2024 1°25’32,49’’ 127°34’36,264’’ Terbuat dari papan ukuran 
80x150cm 

Batas Blok RKT 2024 1°25’33,174’’ 127°34’35,862’’ Berupa tolet 3 warna merah 
Batas Petak AI.8/AI.9  RKT 
2024 

1°25’32,718’’ 127°34’35,94’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Batas Petak AG.10/AF.10  
RKT 2024 

1°26’42,936’’ 127°35’21,744’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Batas Petak AH.10/AG.10  
RKT 2024 

1°26’10,614’’ 127°35’13,344’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Tolet Batas Petak AH.9/AH.10  
RKT 2024 

1°25’49,127’’ 127°35’8,826’’ Tolet merah 3 strip pada 
pohon  

Plang Batas Petak AH.9/AH.10  
RKT 2024 

1°25’49,566’’ 127°35’8,568’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Pada sebagian lokasi pengamatan tolet batas terlihat jelas namun untuk lokasi yang relative terjal tolet 
batas tidak terlihat jelas. Sebagian rintis batas tidak terlihat jelas. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 9 / 12 x 100 % = 75 % SEDANG ( 2 ) 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau 
jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada 
berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan pemanfaatan hutan yang saat ini dijalankan 0leh PT Poleko Yubarsons berupa pemanfaatan 
kayu tumbuh alami. Terkait dengan potensi sumberdaya hutan PT Poleko Yubarsons memiliki data 
potensi untuk usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya (Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami / 
Hutan Alam) berdasarkan dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah 
disahkan berdasarkan Persetujuan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan No. 
S.31/PUPH/RKU/HPL.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 
Rekapitulasi Volume Sediaan Tegakan Yang Dapat Diperdagangkan di Seluruh Areal   

 

IHMB Periode 2013 
Diameter Kayu 

Diperdagangkan 
Luas Areal Efektif Volume Saat IHMB 

Ha N (btg) Vol (m3) N / ha V / ha 
40 cm up 

84.252,00 
1.700.819 3.289.489,56 20 39,04 

50 cm up 811.931 2.190.900,80 10 26,00 

IHMB Periode 2022 
Diameter Kayu 

DIperdagangkan 
Luas Areal Efektif Volume Saat IHMB 

Ha N (btg) Vol (m3) N / ha V / ha 
40 cm up 

79.801,12 
1.137.899 2.313.550,71 14 28,99 

50 cm up 548.266 1.574.118,77 7 19,73 

RKUPH Periode 2023 – 2032 
Diameter Kayu 

DIperdagangkan 
Luas Areal Efektif Volume Saat IHMB 

Ha N (btg) Vol (m3) N / ha V / ha 
40 cm up 41.525 574.879 1.203.537,52 14 28,98 

Keterangan :  

RKUPH periode 2023 – 2032 berdasarkan areal sesuai SK.17/Menlhk/Setjen/HPL/HPL.2/1/ 2023 
tanggal 25 Januari 2023. 
Untuk mengetahui potensi tegakan yang direncanakan akan ditebang pada tahun 2024 dan 2025 PT 
Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 
dilakukan 100%. Hasil kegiatan ITSP berupa dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC). Kegiatan ITSP 
dilakukan berpedoman pada SOP ITSP – 100 %, terakhir dengan No. Dok. SO-1-03 Rev. 01 terbit 
tanggal 18 Agustus 2025.  
Berdasakan dokumen LHC potensi tegakan PT Poleko Yubarsons tahun 2024 dan 2025 sebagai 
berikut : 

Tahun Luas (Ha) Jumlah Pohon Volume (m3) 

2024 1.179 25.502 59.534,78 

2025 1.320 16.426 60.768,47 

PT Poleko Yubarsons  memiliki data potensi  untuk  setiap RKT yang disahkan  berupa  dokumen 
Laporan  Hasil Cruising  (LHC) yang diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum  
Penebangan  (ITSP). LHC telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran  pohon  dengan skala 
1 : 1.000 
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dari kegiatan ITSP pada RKTPH Tahun 2025 diketahui 
terdapat kesesuaian dengan dokumen LHC 

Data Lapangan Data LHC 

Petak 
No. 

Barcode Nama 
Koordinat 

Nama D (cm) T (m) 
LS BT 

AI.14 .. 218729 Meranti 1°25’22,128’’ 127°37’40,548’’ Meranti 73 22 

 .. 218753 Meranti 1°25’22,41’’ 127°37’35,91’’ Meranti 96 24 

 .. 218755 Meranti 1°25’22,68’’ 127°37’35,994’’ Meranti 65 21 

 .. 218757 Meranti 1°25’23,148’’ 127°37’36,504’’ Meranti 57 20 

 .. 218762 Meranti 1°25’23,364’’ 127°37’37,488’’ Meranti 76 22 
 .. 218763 Meranti 1°25’23,406’’ 127°37’36,768’’ Meranti 70 22 

 .. 218764 Meranti 1°25’23,442’’ 127°37’38,316’’ Meranti 73 22 

AF.11 .. 168475 Meranti 1°27’15,276’’ 127°35’55,428’’ Meranti 49 13 
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. 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Poleko Yubarsons selama periode audit telah dilakukan sesuai 
dengan daya dukung sumber daya hutannya yaitu produksi / pemanenan kayu tumbuh alami / hutan 
alam, yaitu berdasarkan : 

a. Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan 
(ITSP) dengan intensitas 100%  

b. Rencana & realisasi produksi PT Poleko Yubarsons sesuai RKT yang diterbitkan tidak 
melampaui daya dukung sumber dayanya 

Daya dukung sumber daya hutan 

No. 
Blok RKT 

Murni 

Potensi 
Berdasarkan  

ITSP (m3) 

Target 
Produksi Pada 
RKTPH (m3) 

Realisasi 
Tebangan    

(m3) 

Realisasi Tebangan 
CO Di Tahun 

Berikutnya (m3) 

1 2024 59.534,78 34.655,18 20.858,45 12,459,79 

2 2025 60.768,47 37.549,58 21.557,13  

PT Poleko Yubarsons dalam menentukan jatah volume produksi tahunan masih menggunakan 
perhitungan hasil ITSP dan belum berdasarkan hasil perhitungan riap tegakan. Hasil dari kegiatan 
PUP belum bisa dianalisis karena pengukuran yang dilakukan baru sekali di Petak AH.10 areal bekas 
tebangan RKTPH Tahun 2024.  
Tidak terdapat kebocoran potensi kayu yang signifikan akibat pencurian kayu atau dari kegiatan 
perladangan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: 7 / 9 x 100 % = 77,78 % SEDANG ( 2 ) 

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah atas dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032  PT Poleko Yubarsons diketahui 
bahwa kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dilakukan  berupa pemanfaatan hasil hutan kayu 
melalui sistem silvikultur TPTI adapun pemanfaatan lain yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) melalui Kemitraan Konsesi berupa penanaman lada dan cengkeh serta Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan sub kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pemulihan Lingkungan serta 
Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon, belum dilakukan. Untuk mendukung kegiatan 
pemanfaatan kayu melalui sistem silvikultur TPTI  tersebut PT Poleko Yubarsons telah memiliki 
Standar Operating Prosedur (SOP). 

SOP Tahapan Sistem Silvikultur TPTI PT Poleko Yubarsons 

Tahap Kegiatan TPTI SOP 
Penataan Areal Kerja Penataan Areal Kerja, No. Dok. SO-1-01 Rev. 01, terbit tanggal 18 

Agustus 2025 
Inventarisasi Tegakan 
Sebelum Penebangan 

ITSP – 100 %, No. Dok. SO-1-03 Rev. 01, terbit tanggal 18 Agustus 
2025 

Pembukaan Wilayah 
Hutan  

PWH dan Jalan, No. Dok. SO-1-05 Rev. 01, terbit tanggal 18 Agustus 
2025 

Pemanenan Pembalakan, No. Dok. SO-2-05 Rev. 01, terbit tanggal 19 Agustus 
2025 
Persemaian dan Pengadaan Bibit, No. Dok. SO-3-04 Rev. 01, terbit 
tanggal 19 Agustus 2025 
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Penanaman dan 
Pemeliharaan 
Tanaman Pengayaan 
 

Perapihan, No. Dok. SO-3-01 Rev. 01, terbit tanggal 19 Agustus 2025 
Penananaman Tanah Kosong dan Kanan Kiri Jalan, No. Dok. SO-3-09 
Rev. 01, Terbit tanggal 19 Agustus 2025 
Pengayaan dan Rehabilitasi, No. Dok. SO-3-05 Rev. 0, terbit tanggal 
19 Agustus 2025 
Pemeliharaan Tanaman, No. Dok. SO-3-06 Rev. 0, terbit tanggal 19 
Agustus 2025 

Pembebasan Pohon 
Binaan 

Pembebasan Tahap I, No. Dok. SO-3-03 Rev. 0, Terbit tanggal 19 
Agustus 2025 
Pembebasan Tahap II dan III, No. Dok. SO-3-07 Rev. 0, terbit tanggal 
19 Agustus 2025 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, No. Dok. SO-1-
04 Rev. 0, terbit tanggal 19 Agustus 2025 
Pengamanan dan Perlindungan Hutan, No. Dok. SO-4-04 Rev. 0,  
terbit tanggal 19 Agustus 2025 

SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan (sistem TPTI) tersedia lengkap tetapi terdapat SOP 
yang isinya belum sepenuhnya sesuai dengan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan atau 
memenuhi pedoman atau ketentuan teknis, seperti pada SOP ITSP, terkait dengan skala dalam 
pembuatan peta ITSP belum sama dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021, pada SOP Pembalakan, 
terkait dengan identitas log belum memuat secara detail  tentang penempelan barcode di sisi lain 
masih dimuat terkait penandaan menggunakan tok palu.  
Terkait SOP Pemanfaatan HHBK dengan penanaman buah-buahan berkayu yang dilakukan melalui 
kemitraan konsesi sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKUPH Periode 2023 – 2032, PT Poleko 
Yubarsons belum membuat SOP.     

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap implementasi kegaiatan tahapan kegiatan 
silvikultur TPTI diketahui sebagai berikut :  

Tahapan Implementasi SOP 

Penataan 
Areal Kerja 

Dalam SOP disebutkan mengenai penandaan batas blok dan petak yaitu bahwa 
“Penandaan lapangan. Untuk memperjelas jalur pengukuran dilakukan 
penandaan sepanjang jalur dengan jarak  5 m dengan menggunakan cat warna 
merah. Penandaan dilakukan pada batang pohon atau obyek tidak bergerak. 
Dengan tanda garis miring dua ( 2 ) untuk Batas Blok ( // ) dan garis miring satu 
( 1 ) untuk batas Petak ( / )”.  
Contoh Implementasi : Batas Petak AJ.11 dan AJ.12 RKTPH Tahun 2025 
dengan menggunakan dua strip (//) 
Telah dilakukan penataan areal kerja pada blok RKT namun demikian sebagian 
tanda-tanda batas tidak terlihat dengan jelas di lapangan (jarak penandaan tidak 
5 m). 

Inventarisasi 
Tegakan 
Sebelum 
Penebangan 

Inventarisasi hutan sebelum penebangan telah dilakukan dengan intensitas 
100 % dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan RKT setiap tahunnya.  
Masih dijumpai adanya pohon dari jenis niagawi sehat namun tidak terdapat label 
cruising. 

Pembukaan 
Wilayah 
Hutan  

Terdapat pembuatan jalan utama, jalan cabang dan TPn pada blok RKT namun 
demikian di sebagian jalan mengalami erosi bahkan longsor akibat saluran 
drainase dan pemeliharaan jalan belum optimal. Sudetan dan guludan tidak 
dibuat. 

Pemanenan - Menghindari traktor penyarad bergerak ke luar jalan sarad.  
- Menghindari pisau traktor menyentuh/mengupas tanah dan melukai pohon 

di kiri-kanan jalan sarad sewaktu menyarad.  
Perusahaan telah memiliki peralatan / unit alat berat untuk kegiatan penebangan 
secara lengkap dan mencukupi meliputi chainsaw, bulldozer dengan 
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kelengkapan winch dan seling untuk penyaradan, excavator, logging truck dan 
wheel loader. 
Penentuan lokasi TPn tidak berdasarkan peta TPn melainkan berdasarkan 
instruksi langsung dari mandor perencanaan. Pembuatan jalan sarad tidak 
mengacu pada peta yang didasarkan pada peta kontur namun berdasarkan hasil 
orientasi yang dilakukan operator tracktor bersama orang perencanaan. Masih 
dijumpai pohon-pohon luka akibat terserempet pisau tacktor. Dijumpai jalan 
sarad dengan lebar lebih dari 4 meter. 

Perapihan Tidak ditemukan dokumen : 
- Peta hasil kegiatan perapihan, skala 1 : 50.000 atau 1 : 10.000  
- Laporan dan register hasil kegiatan perapihan.  

Di lapangan tidak terdapat lokasi perapihan 

Penanaman 
dan 
Pemeliharaan 
Tanaman 
Pengayaan 

Telah dilakukan penanaman di lokasi bekas TPn, tanah kosong dan di kanan kiri 
jalan menggunakan tanaman jenis meranti atau jabon, namun demikian belum 
seluruh jalan sarad ditanami. Dijumpai penanaman Kakija yang dilakukan di 
aliran drainase. Dijumpai tanaman mati namun tidak disulam.  Belum dilakukan 
kegiatan pemeliharaan secara rutin. Jarak tanam tidak teratur. 

Pembebasan 
Pohon 
Binaan 

Berdasarkan SOP, pembebasan pohon binaan ke-1 di lakukan pada Et+2, 
pembebasan ke-2 pada Et+4 dan pembebasan ke-3 pada Et+6. Hasil verifikasi 
menunjukkan belum dilakukan pembebasan ke-1 pada blok bekas tebangan 
tahun 2024 dan 2025 karena lokasi RKT berada dalam HPT. 

Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan 

Telah dilakukan patroli perlindungan dan pengamanan hutan serta pemantauan 
kebakaran hutan namun belum secara rutin di laksanakan 
Tersedia 2 (dua) regu dalkarhutla namun belum mengikuti pelatihan dari instansi 
yang berwenang dan tersedia sarana prasarana dalkarhutla namun belum 
mencukupi sesuai ketentuan. 

Persemaian Pembuatan bedeng belum menyeluruh 
Ukuran bibit belum sesuai spesifikasi 
Instalasi penyiraman belum meliputi seluruh bagian 
Belum dibuat layout persemaian 

. 
c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian 

hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2024 PT Poleko Yubarsons baru bisa mengesahkan dokumen RKTPH pada tanggal 22 
Juli 2024 melalui SK Direktur Utama PT Poleko Yubarsons No. 027/SK/Dir-PY/VII/2024 setelah 
adanya pengesahan dokumen RKUPH pada tanggal 4 Juni 2024. Kegiatan operasional di lapangan 
baru bisa dilaksanakan setelah pengesahan RKTPH termasuk pembuatan persemaian untuk 
menunjang penanaman. Berdasarkan dokumen Laporan TPTI diketahui bahwa pada tahun 2024 
hingga bulan Desember tidak ada realisasi penanaman. 
Realisasi penanaman tahun 2025 sampai Bulan Oktober berupa Penanaman Pengayaan (Tanah 
Kosong) dimana direncanakan 65 Ha terealisasi 42 Ha atau 64,62%. Di lapangan dijumpai adanya 
tanaman di sebagian lokasi bekas TPn dan jalan sarad. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 11 / 15 x 100 % = 66,67 % SEDANG ( 2 ) 

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami 
menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dalam rangka pelaksanaan 
sistem silvikultur tersebut, perusahaan telah menerbitkan prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) 
dengan No. Dokumen SO-2-01 Rev. 1 tanggal 19 Agustus 2025.  
SOP Reduced Impact Logging (RIL) PBPH PT Poleko Yubarsons memuat kegiatan penebangan 
ramah lingkungan meliputi : 

1. Perencanaan Pemanenan (pembuatan peta rencana operasional, penetapan lokasi TPn, 
pembuatan trase jalan sarad) 

2. Pelaksanaan Pemanenan (pembukaan TPn dan Jalan Sarad, operasi penebangan, 
operasi penyaradan dan kegiatan di TPn, pembagian batang) 

3. Paska Pemanenan (deaktivasi jalan sarad, deaktivasi TPn) 
SOP RIL seluruhnya telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya pada Lampiran XIV terkait pedoman 
penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tersedia SOP Penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai pedoman dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan isinya 
telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat. 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Untuk mengetahui penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan, dapat 
dilihat pada uraian berikut :. 

Tahapan Kegiatan Uraian Penerapan 
Perencanaan 
Pemanenan : 
- Pembuatan peta 

rencana 
operasional 

- Penetapan TPn 
- Pembuatan trase 

jalan sarad 
- Tahapan 

kegiatan 
pemanenan 

 Tersedia peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1000 yang memuat 
informasi pohon inti, pohon lindung, pohon produksi serta topografi 
lapangan seperti kontur, sungai serta sempadan sungai 

 Tidak tersedia peta TPK Hutan skala 1 : 25.000 
 Tersedia peta rencana jalan / pembukaan wilayah hutan (PWH) 

blok tebangan RKT skala 1 : 10.000 yang memuat informasi peta 
jaringan jalan utama, jalan cabang dan jalan angkutan kayu 

 Penetapan lokasi TPK Hutan telah sesuai ketentuan diantaranya 
berada di areal yang landai dengan drainase yang baik dan tidak 
dalam lokasi yang dilarang 

 Tidak terdapat peta TPn sebagai pendukung rencana operasional 
pemanenan kayu 

Pelaksanaan 
Pemanenan 
- Pembukaan jalan 

sarad 
- Penebangan 
- Penyaradan 
- Pembagian 

batang 

Peberapa penerapan penebangan berdampak rendah yang dapat 
diverifikasi antara lain : 
 Perusahaan telah memiliki peralatan / unit alat berat untuk 

kegiatan penebangan secara lengkap dan mencukupi meliputi 
chainsaw, bulldozer dengan kelengkapan winch dan seling untuk 
penyaradan, excavator, logging truck dan wheel loader 

 Tim / regu penebangan telah memiliki peralatan alat pelindung diri 
(APD) yang lengkap. 

 Terdapat pembuatan takik rebah dan takik balas. 
 Operator tracktor dibantu oleh helper. 
 Hasil wawancara dengan personil penyaradan (Haryono, 43 

tahun) menunjukan belum memanfaatkan peta penyebaran pohon 
hasil kegiatan ITSP melainkan berdasarkan instruksi langsung dari 
mandor penebangan. 

 Pasca Pemanenan 
kayu 
- Penutupan 

Jalan Sarad 
- Penutupan TPn 

 Hasil telaah terhadap berita acara penanaman, kegiatan 
penanaman telah dilaksanakan pada sebagian bekas lokasi TPn  

 Tidak terdapat bukti implementasi pembuatan sudetan melintang 
pada seluruh bekas jalan sarad dengan intensitas yang 
disesuaikan dengan curah hujan, kemiringan dan profil jalan sarad 

. 
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c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan penebangan yang dilakukan bisa menimbulkan kerusakan pada tegakan tinggal. Kerusakan 
yang terjadi bisa diakibatkan oleh pohon yang ditebang menimpa pohon lain sehingga mati atau 
rusak, kerusakan akibat pembuatan jalan sarad atau kerusakan akibat proses penyaradan. 
Kerusakan tegakan bisa terjadi pada tingkat pohon (diameter 20 cm up), tingkat tiang (diameter > 10 
– 20 cm) ataupun tingkat pancang (tinggi tegakan ≥ 1,5m hingga diameter 10 cm). 
Untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan pada tingkat pohon, tingkat tiang dan tingkat pancang 
maka dilakukan uji petik/observasi dengan menggunakan metode sampling jalur berpetak. 
Pengamatan dilakukan sepanjang jalur dengan membuat plot pengamatan yang berbeda. Plot 
pengamatan pohon dilakukan dengan ukuran petak 20 x 20 m, plot pengamatan tiang dilakukan 
dengan ukuran petak 10 x 10 m dan plot pengamatan pancang dilakukan dengan ukuran petak 5 x 
5 m. Pencatatan dilakukan terhadap pohon pada masing masing tingkatan (petak) dan dicatat pohon 
yang sehat serta pohon yang mati/rusak. Regu survey (Tim Uji Petik) terdiri dari bagian Perencanaan 
(Surveyor) PT Poleko Yubarsons yaitu Aziz, Yusuf, Natan dan Nai. 
Kegiatan uji petik dilakukan di Petak AF.10 RKT 2024 dengan titik awal pada koordinat 
1°27'15,486''LS dan 127°35'50,262''BT menuju arah selatan (180°). Jumlah petak ukur sebanyak 25 
plot (tingkat pohon, tingkat tiang dan tingkat pancang) sehingga luas keseluruhan 10.000 m2 atau 1 
Ha. 
Hasil uji petik meunjukan bahwa tingkat kerusakan Pancang sebesar 27,19%, Tiang 33,67% dan 
Pohon 23,08%. Rata-rata  tingkat kerusakan tegakan sebesar  27,98% 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

: 11 / 15 x 100 % = 73,33 % SEDANG ( 2 ) 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode Peniloikan ke-1 PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen RKTPH yang lengkap dan 
disahkan oleh pejabat berwenang. Penyusunan dokumen RKTPH khususnya terkait dengan rencana 
penebangan didasarkan atas hasil inventarisasi tegakan sebagaimana telah dijelaskan dalam verifier 
2.2.1. Ketersediaan dokumen RKTPH pada tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :  

No RKT 
Pengesahan RKTPH oleh Direktur 

Utama 
Kelengkapan 

RKT 

Potensi 
Berdasarkan 

ITSP (m3) 

1 2024 SK No.  027/SK/Dir-PY/VII/2024 tgl 22 
Juli 2024 

- SK RKT 
- Buku RKT 
- Peta RKT 

59.534,78 

2 2024 RKTPH (Perubahan) SK No. 
030/SK/Dir-PY/X/2024 tgl 30 Okt 2024 

- SK RKT 
- Buku RKT 
- Peta RKT 

59.534,78 

3 2025 SK No.  01/SK/PY/II/2025 tgl 5 Februari 
2025 

- SK RKT 
- Buku RKT 
- Peta RKT 

60.768,47 

4 2025 RKTPH (Perubahan) SK No. 
06/SK/PY/VIII/2025 tgl 18 Agustus 
2025 

- SK RKT 
- Buku RKT 
- Peta RKT 

60.768,47 

PT Poleko Yubarsons  memiliki data potensi  untuk  setiap RKT yang disahkan  berupa  dokumen 
Laporan  Hasil Cruising  (LHC) yang diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum  
Penebangan  (ITSP). LHC telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran  pohon  dengan skala 
1 : 1.000. 
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b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Poleko Yubarsons telah membuat peta rencana kerja tahunan selama periode 2 tahun 
terakhir, peta ditandatangani oleh Direktur Utama PT Poleko Yubersons untuk periode RKT 2024 dan 
2025. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Poleko Yubersons juga dilengkapi dengan 
peta kerja meliputi :  
- Peta Pembukaan Wilayah Hutan skala 1 : 25.000 
- Peta Penataan Areal Kerja skala 1 : 25.000 
- Peta Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan skala 1 : 25.000 
- Peta Penyebaran Pohon skala 1 : 1000 
- Peta Penanaman Kakija skala 1 : 100.000 
- Peta Penanaman Kakija skala 1 : 25.000 
Batas-batas peta kerja per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan (warna kuning) telah sesuai 
dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi (warna merah). 

 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan 
hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Hasil observasi di lapangan terhadap penandaan batas blok RKT dan kawasan lindung menunjukkan 
bahwa telah dibuat penandaan pada pohon yang berada pada batas blok berupa 2 (dua) polet 
berwarna merah untuk batas blok RKT dengan batas blok RKT lainya, 3 (tiga) polet berwarna biru 
untuk batas blok RKT yang berbatasan dengan areal PBPH lain, dan 2 (dua) polet berwarna biru 
untuk batas kawasan lindung berupa sempadan sungai, namun demikian penandaan polet pada 
pohon hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan. Realisasi penataan kawasan lindung 
sebesar 74% (baru sebagian). Hasil pengamatan lapangan sebagai berikut :  

Uraian 
Koordinat 

Keterangan 
LS BT 

Plang RKT 2025 1°24’42,636’’ 127°36’14,286’’ Terbuat dari papan ukuran 
80x150cm 

Plang Batas Petak AJ.12-
AJ.11 RKT 2025 

1°24’43,338’’ 127°36’13,644’’ Terbuat dari papan ukuran 
10x50cm 

Tolet Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’44,664’’ 127°36’13,728’’ Tolet merah strip 2  pada pohon 

Tolet Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’44,958’’ 127°36’13,608’’ Tolet merah strip 2  pada pohon 

Pal Batas Petak AJ.12-AJ.11 
RKT 2025 

1°24’43,338’’ 127°36’13,644’’ Terbuat dari balok kayu ukuran 
8x8x75cm bercat merah putih 

Rintis Batas Petak AJ.12-
AJ.11 RKT 2025 

1°24’44,916’’ 127°36’13,596’’ Lebar rintisan 1 m 

Batas Petak AI.15 RKT 
2026/AI.14 RKT 2025 

1°25’20,796’’ 127°37’48,844’’ Tolet 3 warna merah pada 
pohon  

Plang Batas Petak AI.13/AI.12 
RKT 2025 

1°25’9,126’’ 127°36’45,948’’ Ukuran Plang 10x40cm  

Plang Batas Petak AI.13/AI.14 
RKT 2025 

1°25’18,12’’ 127°37’18,39’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Plang Batas Petak AJ.12/AI.12 
RKT 2025 

1°25’4,764’’ 127°36’32,07’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Plang RKT 2024 1°25’32,49’’ 127°34’36,264’’ Terbuat dari papan ukuran 
80x150cm 

Batas Blok RKT 2024 1°25’33,174’’ 127°34’35,862’’ Berupa tolet 3 warna merah 
Batas Petak AI.8/AI.9  RKT 
2024 

1°25’32,718’’ 127°34’35,94’’ Ukuran Plang 10x40cm 
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Batas Petak AG.10/AF.10  
RKT 2024 

1°26’42,936’’ 127°35’21,744’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Batas Petak AH.10/AG.10  
RKT 2024 

1°26’10,614’’ 127°35’13,344’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Tolet Batas Petak AH.9/AH.10  
RKT 2024 

1°25’49,127’’ 127°35’8,826’’ Tolet merah 3 strip pada pohon  

Plang Batas Petak AH.9/AH.10  
RKT 2024 

1°25’49,566’’ 127°35’8,568’’ Ukuran Plang 10x40cm 

Tolet Batas Sempadan Sungai 
Tabuji 

1°24’43,338’’ 127°36’13,644’’ Tolet biru pada pohon  

Sempadan Sungai Tabuji 1°24’43,248’’ 127°36’13,734’’ Terbuat dari papan ukuran 
20x80cm 

. 

 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2024 PT Poleko Yubarsons baru bisa mengesahkan dokumen RKTPH pada tanggal 22 
Juli 2024 melalui SK Direktur Utama PT Poleko Yubarsons No. 027/SK/Dir-PY/VII/2024 setelah 
adanya pengesahan dokumen RKUPH pada tanggal 4 Juni 2024. Kegiatan operasional di lapangan 
baru bisa dilaksanakan setelah pengesahan RKTPH termasuk kegiatan penebangan (produksi). 
Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Produksi selama periode audit Penilikan ke-1 diketahui 
bahwa realisasi produksi tumbuh alami PT Poleko Yubarsons adalah sebagai berikut : 

RKT Status 
Rencana Realisasi Persen (%) 

Luas (Ha) Vol (m3) Luas (Ha) Vol (m3) Luas (Ha) Vol (m3) 

2024 Murni 1.179 34.655,18 722,40 20.858,45 61,27 60,19 

2025   
(berjalan) 

  

Murni 1.308 37.549,58 756,53 21.557,13 57,85 57,41 

CO 501 13.468,01 453,50 12,459,79 90,52 92,51 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2024 kegiatan penebangan tercapai seluas 
722,40 Ha dari renacana seluas 1.179 Ha atau terealisasi sebesar 61,27% sedangkan volume 
penebangan terealisasi sebanyak 20.858,45 m3 dari rencana sebanyak 34.655,18 m3 atau terealisasi 
sebesar 60,19%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 14 / 18 x 100 % = 77,78 % SEDANG ( 2 ) 

 

6. Indikator 
2.6 

: Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah 
diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Dalam bagian Pertimbangan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.  
P.32/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi 
(DOLAPKEU – PHP) disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa 
setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan 
usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan; 
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Pada periode Penilikan ke-1 PT Poleko Yubarsons belum bisa menunjukan Laporan Keuangan 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (untuk tahun 2023 dan 2024). Terdapat Surat 
Keterangan No. 0085/IRC-CN/XI/2025 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Iskandar dan Roni yang 
menerangkan bahwa Laporan Keuangan PT Poleko Yubarsons tahun 2023 dan 2024 sedang dalam 
pengerjaan audit. Dengan demikian tidak diketahui kinerja keuangan perusahaan dan 
pendapat/catatan dari Kantor Akuntan Publik. 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen Laporan Keuangan Tahun 
2024  yang telah ditandatangani oleh Direktur (Aneta Henikowati). Berdasarkan dokumen diketahui 
bahwa rencana dan realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan sebagai berikut : 

No Kegiatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Prosen (%) 

1 Perencanaan 405.200.000 339.680.000 83,83 

2 Penanaman 198.000.000 126.550.000 63,91 

3 Pembinaan Hutan 200.000.000 180.180.180 90,09 

4 Perlindungan & Pengamanan Hutan 15.000.000 13.700.000 91,33 

5 Kewajiban kepada Negara 4.500.000.000 5.647.003.067 125,49 

6 Kewajiban kepada Lingkungan Sosial 250.000.000 245.703.130 98,28 

7 Sarana dan Prasarana 1.200.000.000 1.030.127.747 85,84 

8 Penelitian dan Pengembangan - - - -  

9 Administrasi Umum 1.000.000.000 754.863.489 75,49 

10 Pemanenan 44.677.000.000 22.156.754.256 49,59 

Jumlah 52.445.200.000 30.494.561.869 58,15 

Realisasi biaya terbesar yaitu pada kegiatan Kewajiban Kepada Negara yaitu terealisasi sebesar Rp 
5.647.003.067 dari rencana sebesar Rp 4.500.000.000 atau terealisasi sebesar 125,49% (100%). 
Adapun realisasi biaya terkecil yaitu pada kegiatan Pemanenen terealisasi sebesar Rp 
22.156.754.256 dari rencana sebesar Rp 44.677.000.000 atau terealisasi sebesar 49,59%. Dengan 
demikian terdapat perbedaan sebesar 50,41%. 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun 
terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Poleko Yubarsons tahun 2024 terkait dengan rencana dan 
reaisasi biaya pengelolaan hutan sebagaimana disajikan dalam tabel di Verifier 2.6.2. diketahui bahwa 
realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan tahun 2024 adalah sebesar Rp 30.494.561.869 dari 
rencana sebesar Rp 52.445.200.000 atau terealisasi sebesar 58,15%. 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Poleko Yubarsons tahun 2024 terkait dengan rencana dan 
reaisasi biaya pengelolaan hutan. diketahui bahwa rencana dan reaisasi biaya kegiatan teknis 
kehutanan adalah sebagai berikut : 

No Kegiatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Prosen (%) 
1 Perencanaan 405.200.000 339.680.000 83,83 
2 Penanaman 198.000.000 126.550.000 63,91 
3 Pembinaan Hutan 200.000.000 180.180.180 90,09 
4 Perlindungan & Pengamanan Hutan 15.000.000 13.700.000 91,33 
5 Pemanenan 44.677.000.000 22.156.754.256 49,59 

Rata-rata 75,75 
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Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi baiya kegiatan teknis kehutanan tahun 2024 
yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penanaman, Pembinaan Hutan, Perlindungaan Hutan dan 
Pemanenan rata-rata terealisasi sebesar Rp sebesar 75,75%. Dari biaya tersebut diketahui bahwa 
kegiatan fisik pemanenan terealisasi sebesar 60,19% dan kegiatan fisik penanaman belum 
terealisasi. Biaya kegiatan Penanaman di tahun 2024 dikeluarkan dalam bentuk pembangunan  dan 
pelaksanaan persemaian terealisasi sebasar Rp 126.550.000 dari rencana sebesar Rp 198.000.000 
atau terealisasi sebesar 63,91%. Dengan demikian biaya kegiatan teknis kehutanan terealisasi 
75,75% lancar namun kegiatan pemanenan dan penanaman tidak sesuai dengan tata waktu. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Poleko Yubarsons tahun 2024 terkait dengan rencana dan 
reaisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa biaya Penanaman, Pembinaan Hutan serta  
Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah sebagai berikut : 

No Kegiatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Prosen (%) 

1 Penanaman 198.000.000 126.550.000 63,91 

2 Pembinaan Hutan 200.000.000 180.180.180 90,09 

3 Perlindungan dan Pengamanan Hutan 15.000.000 13.700.000 91,33 
 Jumlah 413.000.000 320.430.180 77,59 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kegiatan pembinaan hutan tahun 2024 terealisasi sebesar 
Rp 320.430.180 dari rencana sebesar Rp 413.000.000 atau terealisasi sebesar 77,59%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 12 / 24 x 100 % = 50 % BURUK ( 1 ) 

 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat 
informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja 
PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT Poleko Yubarsons No. SK.16/PY/XI/2025 tanggal 11 
November 2025, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 

1. Hutan Lindung 612 

2. Buffer Zone Hutan Lindung 1.198 

3. KPPN 943 

4. Cagar Alam 90 

5. Kebun Benih 508 

6. Sempadan Sungai 2.244 

7. Sempadan Pantai 588 

 Total 6.183 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 
2024 Periode 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. 

c) PT Poleko Yubarsons memilliki data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi 
(ABKT) di dalam areal PBPH PT Poleko Yubarsons, dengan keberadaan Laporan Penilaian 
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Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2025 seluas 69.815 hektar, yang disusun oleh konsultan 
yaitu Wana Aksara. 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Poleko Yubarsons memiliki kewajiban penandaan batas kawasan lindung s.d tahun 2025 
sesuai blok RKT berjalan yaitu sepanjang 48,08 km. 

b) Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d Oktober 2025 yaitu tercapai 35,71 km 
(74,27%) dari total rencana 48,08 km. 

c) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan 
batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 
- Sempadan Sungai Tabuji berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai 

penandaan berupa plang, dan cat biru polet 1; 
- Sempadan Sungai Leletongo 1 dijumpai penandaan  plang, patok dan cat biru polet 1; 
- Sempadan Sungai Leletongo 2 dijumpai penandaan  plang, patok dan cat biru polet 1; 
- Sempadan Pantai berbatasan batas areal PBPH dijumpai penandaan berupa plang, patok 

dan cat merah polet 3. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di RKUPH Tahun 
2024 Periode Tahun 2023 – 2032 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2025, kondisi 
penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder dan Hutan 
Mangrove Sekunder) yaitu 4.277 ha (69,18%) dari total luas kawasan lindung 6.183 ha. 

b. Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Poleko Yubarsons terdapat kondisi non hutan 
(belukar, pertanian lahan kering campuran dan lahan terbuka) yaitu luas 1.572 hektar, namun 
demikian PT Poleko Yubarsons belum memiliki perencanaan penanaman rehabilitasi di areal 
kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut. 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini 
menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Jenis-jenis tanah yang terdapat di areal kerja PT Poleko Yubarsons sebagian besar terdiri dari tanah 
podsolik merah kuning dan litosol dengan bahan induk dari batuan beku, mempunyai fisiografi 
pegunungan patahan. Pada areal PT Poleko Yubarsons tidak terdapat jenis/ekosistem tanah 
gambut sehingga verifier 3.1.4 (Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut) tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil identifikasi PT Poleko Yubarsons terdapat penguasaan lahan/ klaim dari 
masyarakat seluas 8.932 ha di dalam areal PBPH dan diantaranya yang masuk di dalam 
kawasan lindung dengan luas 1.099 ha diantaranya berlokasi di Sempadan Sungai Leletongo 
luas 215 ha, Sempadan Sungai Tabuji luas 180 ha dan Sempadan Pantai luas 704 ha. Pada 
kawasan lindung seluas 1.099 ha terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yaitu adanya 
kebun pala, cengkeh, pisang, kelapa, coklat dan jeruk lemon. Berdasarkan hasil wawancara dan 
verifikasi dokumen menunjukan upaya perusahaan sebatas himbauan lisan, pemasangan plang 
himbauan dan sosialisasi terkait perlindungan kawasan lindung, belum ada kesepakatan/ MoU 
dengan masyarakat terkait untuk penanganan gangguan terhadap kawasan lindung tersebut. 

b. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada sebagian kawasan lindung di areal PT 
Poleko Yubarsons. Upaya penyelesaian oleh PT Poleko Yubarsons telah dilaksanakan dan 
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terdokumentasi namun upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman 
Kerjasama (NKK/MoU). 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada 
di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah 
dilakukan pada sebagian kawasan lindung, namun beberapa kegiatan pengelolaan pada 
kawasan lindung belum optimal dilakukan oleh PT Poleko Yubarsons; 

b) Selama periode 18 bulan terakhir (Juni 2024 s.d Oktober 2025) PT Poleko Yubarsons telah 
membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan 
RKL RPL periode 6 bulanan/ semester. Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL RPL ada 
sebagian yang belum sesuai dengan tata waktu pelaporannya yaitu periode semester I Tahun 
2024 dan semester I Tahun 2025; 

c) Penyampaian laporan RKL & RKL PT Poleko Yubarsons belum dilakukan online via SIMPEL. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (17 / 21) x 100% = 80,95% (BAIK) 

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan 
kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, 
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu 
sebagai berikut : 
 

No 
Jenis Gangguan 

Hutan Prosedur 

1.  Perambahan 
Kawasan 

SOP Pengendalian Perambahan Hutan. No. Dok : SO-4-30, Revisi: 01, 
Terbit: 19 Agustus 2025.. 
Prosedur telah mencantumkan acuan seperti UU RI No. 18 tahun 103 dan 
dan PerMenLHK No. 9 Tahun 2021. Namun demikian SOP belum 
mencantumkan referensi acuan teknis terkini sesuai regulasi, seperti: 

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan 
Lindung dan Hutan Produksi. 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 
28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 
Satwa yang Dilindungi 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Hutan. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa 
izin 

SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-04, Revisi: 
01, Terbit: 19 Agustus 2025. 
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dalam penyusunan SOP. 
Adapun referensi acuan teknis terkini sesuai regulasi, diantaranya : 

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan 
Lindung dan Hutan Produksi. 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

3.  Perburuan flora 
dan fauna 

4.  Pengembalaan 
hewan ternak 

5.  Penambangan 
Emas Illegal 
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6.  Hama penyakit 
tanaman 

- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 
28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 
Satwa yang Dilindungi 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Hutan. 

7.  Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dok : SO-4-03, Revisi: 01, 
Terbit: 19 Agustus 2025. 
Prosedur telah mencantumkan acuan seperti PerMenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 dan PerMenLHK No. 8 Tahun 2021. Namun 
demikian SOP belum mencantumkan referensi acuan teknis terkini sesuai 
regulasi, seperti: 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 
tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam mengantisipasi 
kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. 

 
b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum 

mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 
 
 

b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki 
oleh PT Poleko Yubarsons, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 
 

Perambahan 
Kawasan 
  

Plang/ Baliho 
Himbauan Hindari 
Praktek Membuka 
Lahan Dengan Cara 
Membakar Hutan 
dan Lahan 

2 Km 5, 6 

 

           

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal Logging 

Plang/ Baliho 
Himbauan Dilarang 
Melakukan 
Pencurian kayu/ 
Illegal logging 

- - 

Tidak Ada 

           

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho 
Himbauan Hindari 
Praktek Membuka 
Lahan Dengan Cara 
Membakar Hutan 
dan Lahan 

2 Km 5, 6 

 

Plang/ Baliho 
Himbauan Cegah 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

1 Km 11 

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Himbauan Waspada 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

1 Km 11 

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 
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Sarana prasarana 
dalkarhutla 

 Km 5 

Diverifikasi jenis dan jumlah 
nya masih kurang dari 50% 
sesuai ketentuan yaitu 
PermenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 

Mobil Tanki 1 Km 5 

Mobil Tangki Kapasitas 
10.000 L dengan kondisi 
masih dalam perbaiki/ 
service 

Plang FDR 2 

Km 11, 
Posko 
Karhutla 
Km 5 

 

Posko Dalkarhutla 1 Km 5  

Embung Air 1 Km 7  

Menara Api 1 Km 11 
Bangunan Menara tinggi 12 
meter 

      

4 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida   Tidak digunakan 

Insektisida   Tidak digunakan 

Fungisida   Tidak digunakan 

Pupuk 3 
Gudang 
Persemaian 
Km 5 

NPK, Atonik, Gandasil D 

5 Perburuan 
Flora dan 
Fauna 

Pos Security 1 Km 5 
Pos dilengkapi dengan 
portal dan 1 personil yang 
berjaga 

Plang/ Baliho 
Himbauan Dilarang 
Berburu Satwa Liar 

2 
Km  9, km 
10 (SS 
Tabuji) 

 

Plang/ Baliho 
Himbauan Dilarang 
Berburu, Menembak, 
Memikat, Menjaring 
Burung & Satwa Liar 

1 Km 6 

Dipasang pada 1 titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 

Plang/ Baliho 
Lindungi dan 
Sayangi Kami 

3 Km  0, 5, 6 
Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 

      

6 
Pengembalaan 
hewan ternak 

Plang/ Baliho 
Himbauan Dilarang 
Melakukan 
Pengembalaan 
hewan ternak 

- - 

Tidak Ada 

7 
Penambangan 
Emas Illegal 

Plang/ Baliho 
Himbauan Dilarang 
Melakukan 
Penambangan Illegal 

- - 

Tidak Ada 

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci 

pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan 
pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Poleko Yubarsons saat ini, 
terdiri dari : 

No. 
Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 
Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam Kebakaran 2 regu (30 
personil) 

1 regu (15 
personil) 

0 

2. Security 12 2 0 

 
b) Jumlah personel (RPK dan security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan 

intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH 
nya. 

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan 
pengamanan hutan), dinilai tidak ada. 

d) PT Poleko Yubarsons baru memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA) 
dengan 1 Desa Binaan dari total 4 Desa Binaan. 

e) PT Poleko Yubarsons sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan 
perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan 
memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya 
dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV dan 
lainnya dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan belum dilakukan. 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
terkait dengan : 

- tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai 1) Sosialisasi secara langsung kepada 
Desa Sosepe Tahun 2024 dan Tahun 2025 terkait sosialisasi visi, misi, tujuan perusahaan, 
RKT, batas areal kerja dan kawasan lindung; 2) Sosialisasi secara langsung kepada 
karyawan PT Poleko Yubarsons Tahun 2024 dan Tahun 2025 terkait sosialisasi visi, misi, 
tujuan perusahaan, RKT, batas areal kerja dan kawasan lindung, tanggal 12 Februari 
2025. 

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 
1) Penempatan pos security di km 5, jumlah pos security masih kurang (perlu ditambah 
pos di km 10); 2) Penyediaan 1 regu inti dalkarhutla dengan total personil 15 orang 
(kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 personil), seluruh 
personil regu inti belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) memiliki embung air 
sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 1 titik/ lokasi di Km 7; 4) memasang 
plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membuka hutan dengan cara membakar, 
membakar hutan & lahan, larangan berburu satwa liar; 5) melakukan kegiatan patroli 
perlindungan hutan 1x dalam sebulan di lokasi Blok RKT dan Sempadan Sungai, namun 
intensitas kegiatan patroli masih kurang; 6) menyampaikan laporan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan setiap bulan melalui elektronik/ online di website SIPONGI 
periode Juli 2024 s.d Oktober 2025. 

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. 
c) PT Poleko Yubarsons telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan hutan 

melalui metode preemtif dan preventif. Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal 
diantaranya : 
1) Ketersediaan sarana prasarana kebakaran masih kurang dalam menunjang kegiatan 

perlindungan hutan; 
2) Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla dan 

security); 
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3) Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan 3 
(tiga) desa binan yaitu Desa Fluk, Desa Gambaru dan Desa Anggai. 

4) Belum memiliki Peta Potensi Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal 
rawan kebakaran; 

5) Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban; 
6) Kegiatan represif terkait kebun (pala, cengkeh dan kelapa) di sempadan sungai dan 

penambangan emas illegal di petak AK-26 & AK-27 Blok XVI belum dilaporkan ke instansi 
terkait. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (9 / 15) x 100% = 60,00% (SEDANG) 

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, 
meliputi : 

No 
Jenis Pengelolaan dan/ atau 

Pemantauan Fisik Kimia serta 
Pengelolaan Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Laju Eosi - SOP Pemantauan Erosi Tanah, Nomor Dok : SO-4-12, 
Revisi : 01, terbit 19 Agustus 2025. SOP tidak memuat 
acuan/referensi yang digunakan dalam teknis 
pemantauan laju erosi. 

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan Hutan, 
TPK, dan TPn, Nomor Dok : SO-5-02, Revisi : 01, terbit 
19 Agustus 2025. 

2. Sedimentasi SOP Pemantauan Kualitas Air, Nomor Dok : SO-4-21, Revisi 
: 00, terbit 27 November 2023. SOP tidak memuat 
acuan/referensi yang digunakan dalam teknis pemantauan 
kualitas air. 

3. Kualitas Air 

4. Perubahan Iklim Mikro - SOP Pengukuran Curah Hujan, Nomor Dok : SO-4-08, 
Revisi : 00, terbit 27 November 2023. Acuan SOP tidak 
tepat karena mencantumkan Stasiun Pengamatan Arus 
Sungal (SPAS). 

- SOP Monitoring Status Rawan Kebakaran, Nomor Dok : 
SO-4-24, Revisi : -, terbit 19 Agustus 2025. 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  Pengelolaan limbah B3 SOP Penanganan Limbah B3, Nomor Dok : SO-4-10, Revisi : 
01, terbit 19 Agustus 2025. SOP belum 
mencantumkan/merujuk peraturan terkini yaitu : 
- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
- Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara 

persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun 

- PermenLHK No. 014 tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Sampah pada Bank Sampah 

2.  Pengelolaan limbah domestik 

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 
- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam dokumen RKUPH 

Tahun 2024 Periode 2023 - 2032. 
- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai acuan teknis baku penyusunan SOP. 
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b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
B3 yang dimiliki PBPH PT Poleko Yubarsons sebagian sesuai dengan dokumen RKUPH Tahun 
2024 Periode 2023 - 2032, namun untuk sarana prasarana seperti TPS Limbah B3 tidak 
tersedia dan sarpras lainnya seperti workshop bengkel, tangki penyimpanan BBM belum optimal 
dikarenakan lantai dasar bangunan masih berupa tanah, belum di cor (kedap air). 

b) PT Poleko Yubarsons belum memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi yaitu 
GANISPH Binhut dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia. 

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan B3, PT Poleko Yubarsons belum memiliki SDM yang 
berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Poleko Yubarsons namun belum optimal, 
sehingga dampak lingkungan belum dapat dianalisis. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (7 / 12) x 100% = 58,33% (BURUK) 

4. Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di 
areal PBPH PT Poleko Yubarsons, yaitu berupa : 
a. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No. Dok : SO-4-05, Revisi: 01, Terbit: 19 Agustus 2025. 
b. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-4-17, Revisi: 01, Terbit: 14 November 2023. 
Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna belum mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi 
terbaru. 

b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum 
dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur. 

c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Poleko 
Yubarsons, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil identifikasi flora dan 
fauna yang dilindungi oleh PT Poleko Yubarsons belum sepenuhnya sesuai prosedur dan status 
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perlindungan pada hasil identifikasi masih menggunakan acuan lama serta tidak didukung dengan 
rekaman yang memadai (foto/ video). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah menyediakan prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di 
areal PBPH PT Poleko Yubarsons, yaitu berupa : 
a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-4-19, Revisi: 01, Terbit: 19 Agustus 2025. 
b. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-4-18, Revisi: 01, Terbit: 19 Agustus 2025. 
Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi belum mencantumkan acuan teknis terkini sesuai 
regulasi, yaitu PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. 
 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, namun belum 
seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH PT Poleko Yubarsons, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Poleko Yubarsons belum sepenuhnya mengacu 
pada ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia 
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa 

liar 
 

c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 
habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Poleko Yubarsons dapat 
diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar 
seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas 
secara illegal dll. 

b. Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai dengan Blok RKT 

berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 6.183 Hektar, terdiri dari 1) Hutan 

Lindung luas 612 Hektar; 2) Buffer Zone Hutan Lindung luas 1.198 Hektar; 3) KPPN luas 
943 Hektar; 4) Cagar Alam luas 90 Hektar; 5) Kebun Benih luas 508 Hektar; 6) Sempadan 
Sungai luas 2.244 Hektar dan 7) Sempadan Pantai luas 588 Hektar sebagai tempat flora 
dan fauna/ satwa dilindungi; 
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- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan dan 
lahan, plang fauna dilindungi. 

c. Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat gangguan pada kawasan lindung sempadan sungai dan 
sempadan pantai yaitu terdapat kebun pala, cengkeh, pisang, kelapa, coklat dan jeruk lemon. 

d. Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan Bpk 
Anganria La Husein (Sekdes Baru), diperoleh informasi bahwa masyarakat masih melakukan 
perburuan dengan sistem jerat dan senapan. Diverifikasi hasil buruan berupa babi dan burung 
nuri dan jenis burung nuri termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan PerMenLHK Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. 

e. Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam 
areal PBPH PT Poleko Yubarsons, dikarenakan masih adanya kebun dan perburuan yang 
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di 
dalam areal PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara 
partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a)  PBPH PT Poleko Yubarsons telah membuat dan menetapkan prosedur untuk 
pelaksanaan kegiatan : 

1. Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat; dan 

2. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat secara partisipatif 

Sesuai dokumen SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat Masyarakat (Nomor Dok. : 
SO-5-05 Rev.01) tanggal 20 Agustus 2025, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan 
(Nomor Dok. : SO-4-02 Rev.01) tanggal 20 Agustus 2025, SOP Deleniasi Batas Secara 
Partisipatif Nomor dok. : SO-5-09 Rev.01) tanggal 20 Agustus 2025 dan SOP 
Penentuan Batas Partisipatif (Nomor dok. : SO-5-03 Rev.01) tanggal 20 Agustus 2025.  

b) SOP tersebut diatas, telah memiliki sistimatika yang lengkap, termasuk refrensi/acuan, 
serta disesuaikan kepada peraturan yang terbaru. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons  telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat 
setempat, tertuang dalam : 

- Peta Sebaran Desa PBPH PT Poleko Yubarsons skala 1 : 210.000, areal PT 
Poleko Yubarsons masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, 
Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

- Peta Penguasaan lahan di dalam Areal PT Poleko Yubarsons skala 1 : 100.000, di 
dalam areal PT Poleko Yubarsons terdapat penguasaan/pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala dan 
Coklat dll, PT Poleko Yubarsons sudah melakukan deliniasi terhadap kebun 
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tersebut dalam peta seluas ± 8.932 Ha, namun baru sebagian dilakukan 
identifikasi dilapangan 

- Peta Pemetaan Konflik PT  Poleko Yubarsons skala 1 : 25.000, terdapat 
pemanfaatan lahan yang baru di identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat 
seluas 44 Ha. 

- Peta RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode Tahun 2023 - 2032 skala 1 : 100.000, 
terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal dan informasi keberadaan 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar diareal PT Poleko Yubarsons. 

- RKUPH PT Poleko Yubarsons periode 2023 -2032, dan telah disahkan 
berdasarkan SK.7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, merupakan dokumen 
rencana operasional perusahaan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

- RKTPH Tahun 2024 - 2025, merupakan dokumen rencana operasional 
perusahaan pada tahun berjalan 

- Laporan SIA di PT Poleko Yubarsons Tahun 2025 
- Laporan NKT di PT Poleko Yubarsons Tahun 2025 
- Tidak tersedia laporan pemanfaatan HHBK  
- Tersedia data areal klaim PT Poleko Yubarsons namun masih sebagian yang 

identifikasi dilapangan 
b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2024 -2025 

- Hasil kegiatan tidak seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang 
diberlakukan, belum terdapat dokumen atau Peta terkait pemanfaatan lahan oleh 
Masyarakat sekitar (ladang/kebun,HHBK,berburu) diarealnya secara lengkap. 

PT Poleko Yubarsons memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman 
teknis dan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang 
dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaaan batas 
secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Poleko Yubarsons yang dikuasai 
masyarakat adalah tertuang dalam : 
1) Peta Sebaran Desa PBPH PT Poleko Yubarsons skala 1 : 210.000, areal PT Poleko 

Yubarsons masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi 
Timur dan Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan. 

2) Peta Penguasaan lahan di dalam Areal PT Poleko Yubarsons skala 1 : 100.000, di 
dalam areal PT Poleko Yubarsons terdapat penguasaan/pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala dan 
Coklat dll, PT Poleko Yubarsons sudah melakukan deliniasi terhadap kebun tersebut 
dalam peta seluas ± 8.932 Ha. 

3) PT Poleko Yubarsons belum melakukan penataan secara partisipatif terhadap areal 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat, akan tetapi baru tahap deliniasi di peta dan 
identifikasi di lapangan. 

PT Poleko Yubarsons telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan terhadap 
sebagian batas secara partisipatif di arealnya, akan tetapi tidak didukung dengan rekaman 
yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.1 

: ( 9 / 12 ) x 100 % = 75 %  (SEDANG) 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang 
sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menyusun laporan pemetaan dan potensi konflik di 
areal PBPH setiap enam bulan sekali. Namun penyampaian laporan tersebut kepada 
dinas terkait  belum dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.  

b) Selama periode audit bulan Januari 2024 .s.d. November 2025, terdapat Laporan Hasil 
Pemetaan Konflik berupa : 
1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2024 PT 

Poleko Yubarsons dengan kategori Terkendali  (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 20 
Febuari 2025 ) 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2024 PT 
Poleko Yubarsons dengan kategori Terkendali (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 17 
Febuari 2025 ) 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2025 PT 
Poleko Yubarsons dengan kategori Terkendali (serta terdapat surat tanda terima 
pengiriman Laporan ke Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara pada tanggal 20 
Agustus 2025).  

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), 
diketahui laporan dibuat : 
- Telah  mengacu sesuai PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V. 
- Belum mencakup seluruh potensi konflik yang ada teridentifikasi 

Selama periode audit Penilikan ke-1 PT Poleko Yubarsons telah menyusun Laporan 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2024-2025 dan telah disampaikan ke Instansi 
yang berwenang (Dishut Maluku Utara) namun tidak disampaikan ke BPHL Wil XIV Ambon, 
serta tidak sesuai dengan tata waktunya. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah  memilki dokumen prosedur terkait mekanisme 
pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH 
tertuang dalam SOP Resolusi Konflik (Nomor dok. : SO-5-04 Rev.00) tanggal 28 
Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager Camp 
dan disetujui oleh Direktur 

b) Berdasarkan hasil telaah dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : 
- Sudah disosialisasikan ke desa binaan 
- Sudah disepakati kepada pihak terkait  

PT Poleko Yubarsons memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan Masyarakat, 
seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8 Tahun 2021 Lampiran V). 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas 
khusus menangani konflik sesuai SK Direksi PT Poleko Yubarsons (Nomor : 
SK.10/PY/JKT/VII/2025)  Tanggal 19 Juli 2025. terdiri dari unsur :  
- Karyawan PT Poleko Yubarsons 
- Kepala desa sekitar areal 
- Lembaga desa sekitar 

b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 
- Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
- Uraian peran dari setiap pihak belum terdeskripsi secara jelas 

c) PT Poleko Yubarsons memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik yang 
melibatkan para pihak, PT Poleko Yubarsons telah menyiapkan anggaran untuk 
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penanganan konflik, sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya menurut 
tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH 
nya, sesuai Identifikasi dan Pemetaan Serta Resolusi Konflik Tahun 2024 yang disusun 
berdasarkan hasil pemetaan konflik, namun belum melibatkan para pihak. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a),sudah memuat :  
- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai tahun sebelumnya; 
- tata waktu; 
- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 
- mekanisme kerja; 

PT Poleko Yubarsons telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik pada tahun 2024 
sebagai acuan dalam penanganan potensi konflik di areal PBPH, namun untuk tahun 2025 
PT Poleko Yubarsons belum menyusun rencana resolusi konflik serta belum memuat 
monitoring dan evaluasinya. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Penilikan ke-1, hasil telahaan dokumen Rencana  identifikasi konflik tahun 
2024 PT Poleko Yubarsons menunjukan bahwa perusahaan masih berada pada tahap 
pembetukan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta sosialisasi Kemitraan Konsesi kepada 
masyarakat. Kegiatan tersebut masih merupakan tahap persiapan, sehingga saat ini belum 
terdapat realisasi pelaksaanaan penangan konflik dilapangan yang dapat dilaporkan kepada 
instansi yang  berwenang. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.2 

: ( 14 / 21 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para 
pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang 
PBPH. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons melakukan  kegiatan pendataan masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas  
pengelolaan SDH oleh PBPH PT Poleko Yubarsons tertuang : 
- Peta Sebaran Desa PBPH PT Poleko Yubarsons skala 1 : 210.000, areal PT 

Poleko Yubarsons masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, 
Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

- Peta Penguasaan lahan di dalam Areal PT Poleko Yubarsons skala 1 : 100.000, di 
dalam areal PT Poleko Yubarsons terdapat penguasaan/pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala dan 
Coklat dll, PT Poleko Yubarsons sudah melakukan deliniasi terhadap kebun 
tersebut dalam peta seluas ± 8.932 Ha, namun baru sebagian dilakukan 
identifikasi dilapangan 

- Peta Pemetaan Konflik PT  Poleko Yubarsons skala 1 : 25.000, terdapat 
pemanfaatan lahan yang baru di identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat 
seluas 44 Ha. 

- Peta RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode Tahun 2023 - 2032 skala 1 : 100.000, 
terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal dan informasi keberadaan 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar diareal PT Poleko Yubarsons 
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- Tidak tersedia laporan HHBK tahun 2024- 2025 
- Data Karyawan PT Poleko Yubarsons tahun 2024 - 2025 
- Dokumen Rencana fisik dan biaya Kelola sosial tahun 2024 – 2025 
- Laporan SIA di PT Poleko Yubarsons Tahun 2025 
- Laporan NKT di PT Poleko Yubarsons Tahun 2025 
- Tersedia data areal klaim PT Poleko Yubarsons namun masih sebagian yang 

identifikasi dilapangan 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : 

- Data dan informasi  belum mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal  
PBPH PT Poleko Yubarsons. 

- Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali 
PT Poleko Yubarsons memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ 
atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH dan telah diperbaharui seperti data karyawan lokal dan non lokal, dokumen/laporan 
Sosial Impact Assasment tahun 2025. 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Poleko Yubarsons telah  menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen  :  

1) SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.00) tanggal 28 
Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur 

2) SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.00) 
tanggal 28 Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa 
oleh, Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

3) SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.01) tanggal 28 
Febuari 2024, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur. 

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai belum  
mencakup seluruh masyarakat setempat. 

PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah disosialisasikan kepada 
masyarakat setempat, namun belum mendapat persetujuan dari masyarakat. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen  : 

1) RKUPH PT Poleko Yubarsons periode 2023 -2032, dan telah disahkan 
berdasarkan SK.7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, terdapat informasi terkait 
rencana kegiatan operasional periode 10 tahun 

2) RKTPH PT Poleko Yubarsons Tahun 2024 – 2025, merupakan dokumen rencana 
operasional perusahaan pada tahun berjalan 

3) Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2024 dan Tahun 2025. 
4) Kesepakatan terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ (untuk Desa Baru). 
b)  Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai belum 

mencakup seluruh masyarakat setempat 
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PT Poleko Yubarsons memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi Masyarakat. 
 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Poleko Yubarsons telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas ekonomi 
produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025, rata - 

rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja) 
- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada : 

 Tahun 2024 (6 orang dari 50 karyawan) atau sebesar  12 %  

 Tahun 2025 (12 orang dari 69 karyawan) atau sebesar 17,39 %  
 Rata – rata 2 tahun = 14,70 % 

-  Pembayaran Fee Kompensasi/Dana Pembangunan Desa, sudah dibayarkan sesuai 
kesepakatan desa, atau sebesar 100 % 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Poleko Yubarsons 
sebesar : 
( 0 + 14,70 + 100) % : 3 = 38,23 % (< 50 %) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 38,23 % (< 50%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja Indikator 
4.3 

 ( 10 / 15 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat 
sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : 

1. Bantuan Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi Produksi desa Baru 
2. Bantuan dana Gereja desa baru 
3. Bantuan dana Pembangunan masjid desa buton 
4. Bantuan bina desa ( bantuan bangku sekolah desa baru ) 
5. Bantuan Perbaikan jalan desa baru 
6. Bantuan Honor Aparat Desa  
7. Pemanfaatan TK sebagai karyawan PT PY 

Program kegiatan Kelola Sosial PT Poleko Yubarsons berdasarkan proposal/usulan dari 
desa/masyarakat yang masuk, selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan dan baru 
dilaksanakan apabila sudah disetujui.  
PT Poleko Yubarsons memiliki  dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat 
sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan 
masyarakat desa terdampak, namun belum disepakati program prioritas. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang 
PBPH sesuai ketentuan 
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Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam 
dokumen : 

1) RKUPH PT Poleko Yubarsons periode 2023 -2032, dan telah disahkan 
berdasarkan SK.7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, terdapat informasi terkait 
rencana kegiatan operasional periode 10 tahun 

2) RKTPH PT Poleko Yubarsons Tahun 2024 - 2025, merupakan dokumen rencana 
kegiatan PT Poleko Yubarsons pada tahun berjalan’ 

3) Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2024 dan Tahun 2025. 
4) Kesepakatan terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ (untuk desa Baru). 
5) Pemanfaatan Tenaga Kerja dari masyarakat lokal 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saat 
wawancara langsung diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi 
terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Poleko Yubarsons, 
namun belum seluruhnya diimplementasikan. 
PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas, dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan 
kepada sosial dan lingkungan antar lain : 

1) SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal 14 November 
2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager Camp dan 
disetujui oleh Direktur. 

2) SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal 14 
November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, Manager 
CampSOP Pembayaran Dana Kompensasi (Nomor dok. : SO-5-06 Rev.0) tanggal 
14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 
Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. dan disetujui oleh Direktur. 

3) SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 14 
November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh Manager 
Camp dan disetujui oleh Direktur. 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika mencakup : pengertian, tujuan, penanggung jawab, 
lokasi kegiatan, data/masukan, hasil/keluaran, prosedur kerja. 
PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh perusahaan, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan program 
prioritas serta belum mendapat pengesahan dari yang berwenang. 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 
dengan bukti : 

1) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2024, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Baru Kec. Obi oleh PT PY 
Tahun 2024, tanggal 23 Juli 2024 
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2) BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2025, Batas Areal 
Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Kelo Kec. Obi  oleh PT PY 
Tahun 2025, tanggal 12 Februari 2025 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar secara langsung dengan (Sekdes desa 
baru Bpk. Anganria lausen) diperoleh informasi bahwa PT Poleko Yubarsons telah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa terdampak terkait Visi Misi dan Tujuan 
Perusahaan, Blok RKT Tahun Berjalan, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung, namun 
belum di jelaskan secara detail terkait Kelola sosial. 
PT Poleko Yubarsons telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait 
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada Masyarakat sekitar namun 
belum secara jelas dan belum di implementasikan. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Poleko Yubarsons memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial tahun 2024 - 
2025 sebagai berikut : 

1) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial/CD PT Poleko Yubarsons Tahun 
2024 – 2025. 

2) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial/CD PT Poleko Yubarsons Tahun 2024 - 
2025  

3) Kelengkapan laporan dan bukti penyampaian kepada instansi terkait 
 Rekapitulasi kegiatan kelola sosial PT Poleko Yubarsons tahun 2024 - 2025 

sebagai berikut : 

No Tahun Rencana 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Prosentase 
(%) 

1. 2024 
(Semester I & II) 

470.000.000 436.574.880 92,89% 

2. 2025 
(Semester I & II ) 

1.418.375.000 657.511.240 46,36% 

 Rata - rata 69,62 % 

PT Poleko Yubarsons telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan 
yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 69,62 % dari rencana, serta didukung dengan 
dokumentasi yang cukup, namun kegiatannya yang dominan berupa proposal/usulan dari 
desa/masyarakat yang masuk dan laporan disampaikan ke instansi yang berwenang. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.4 

 ( 18 / 24 ) x 100%  = 75 % ( SEDANG) 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang 
dalam: 

 Peraturan Perusahaan PT Poleko Yubarsons periode tahun 2024 - 2026 yang telah 
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan 
Nomor : 560/158/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Pengesahan Peraturan 
Perusahaan PT PY, dengan masa berlaku (2 tahun) sampai 2 Januari 2026. 

 Di Lingkungan PT Poleko Yubarsons belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi 
Perusahaan telah mengeluarkan Surat Edaran memberikan kebebasan kepada 
karyawan/wati dilingkup PT PY untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh sesuai SK Direktur Nomor: 011/SE/Dir-PY/I/2024 tanggal 22 Januari 2024. 
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 Tersedia LKS Bipartit PT PY sesuai SK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja No. 
500.15.13.2/210/2025 tentang pencatatan LKS Bipartit PT PY  pada tanggal 30 
Oktober 2025 

 PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) 
sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomer member 334. 

 Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Poleko YubarsonsTahun 2024 
yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 15 Desember 2024 

 Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Poleko Yubarsons Tahun 2025 
yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 15 April 2025 

 Terdapat contoh SPK an. Uce Tonny Wales dan Didik Hariyanto (PKWT) telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada waktu masuk 
kerja berumur 18 Tahun 2 bulan, an. Salmin J.Jumati. 

 SOP Hubungan Industrial (Nomor dok. : SO-6-06 Rev.01) tanggal 21 Agustus 2025, 
dibuat oleh Ka. Personalia, diperiksa oleh, Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 
PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan 
lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
yang disepakati. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen standart jenjang karir yang dituangkan dalam PP 
PT Poleko Yubarsons Periode 2024 – 2026 pada Bab V-VI Pasal 20-23 tentang Perubahan 
Jabatan, Ketentuan Perubahan Jabatan dan Penilaian Prestasi. 
Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Poleko Yubarsons berupa promosi 
jabatan dan pengangkatan karyawan tetap. 
Implementasi kebijakan jenjang karir PT Poleko Yubarsons Tahun 2024 – 2025 

No Tahun Promosi Nama Keterangan 

1 2024 2 1. Susilo Adiyanto 
2. Eki Heri Sukoco 

Keuangan Asst. Manager 
& TUK 

2 2025 2 1. Taufan Adi Suprayogi 
2. Wimpi Manikam S. Hut 

Pengangkatan Karyawan 
Tetap dari PKWT 

Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Poleko Yubansons yang ada dan 
hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Poleko Yubansons diperoleh informasi 
bahwa sebagian besar karyawan PT Poleko Yubansons berstatus sebagai karyawan 
kontrak/tidak tetap (PKWT) setiap 6 (enam) bulan dan tidak menjamin terhadap peningkatan 
jenjang karir karyawan di perusahaan serta banyak ditemukan karyawan dengan jabatan 
rangkap, terdapat implementasi jenjang karir namun tidak dilengkapi dengan form 
penilaiannya. 
PT Poleko Yubansons memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi 
(pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diimplementasikan sebagian, serta 
karyawan PT Poleko Yubansons sebagian besar berstatus sebagai karyawan kontrak 
(PKWT) dan masih terdapat perangkapan jabatan. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang dalam peraturan 
perusahan PT Poleko Yubarsons periode 2024 - 2026 pada Bab VI Pasal 24 tentang 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  
Implementasi Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier tertuang 
dalam rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Poleko Yubarsons periode tahun 2024 - 
2025 sebagai berikut : 

a) Tahun 2024 realisasi 5 orang dari rencana 5 orang (100%) 
b) Tahun 2025 realisasi 6 orang dari rencana 9 orang (150 % )  

Rata - rata pengembangan kompetensi SDM PT Poleko Yubarsons melalui pelatihan 
periode 2024 - 2025 sebesar 125 % 
Hasil telaahan terhadap kebutuhan SDM dalam struktur organisasi PT Poleko Yubarsons 
masih banyak yang belum lengkap terutama Ganisnya, akan tetapi dari PT Poleko 
Yubarsons belum ada pemenuhan jabatan tersebut melalui perencanaan pengembangan 
kompetensi SDM. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Poleko Yubarsons 
tercantum dalam : 

a) PP PT Poleko Yubarsons Periode tahun 2024 - 2026 Bab VII – Bab VIII Pasal 25 - 31 
tentang Pegajian dan Tunjangan Kesejahteraan 

b) SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 626/KPTS/MU/2024 tanggal 9 Desember 2024 
tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Ternate Tahun 2025 
sebesar Rp. 3.408.000,-. 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. YAR dan TJP, upah yang diterima sama 
diatas UMP yang berlaku di Kab. Maluku Utara, dan dibayarkan setiap tanggal 5 - 10. 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2025 sebesar 
Rp.6.215.712,- (peserta 17 Karyawan) dan contoh kartu perserta BPJS 
Ketenagakerjaan an. Romi Pou dan La Salera 

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 3.495.945,- 
(peserta 19 karyawan) dan contoh kartu BPJS Kesehatan an. Susilo Adiyanto 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp Kadera PT Poleko 
Yubarsons yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Sarana Ibadah, 
kantin/dapur dll, cukup memadai 

g) Di Camp PT Poleko Yubansons tidak dilengkapi klinik perusahaan, namun tersedia 
kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di rujuk ke Polindes di desa Baru 
(ada Bidan dan Mantri) biaya ditanggung perusahan, dan apabila tidak mampu dirujuk 
ke Rumah Sakit yang ada Lauwei, selanjutnya di rujuk ke Ternate 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. DGA ) diperoleh informasi bahwa PT Poleko 
Yubarsons telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.5 

 ( 15 / 18 ) x 100% = 83,33 % (BAIK) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 45 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 71,43% dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 
Nilai Kematangan 

Indikator 
Nilai Kinerja Indikator 

Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Baik 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Sedang 2 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Buruk 1 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 45 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 45/63 x 100% = 71,43% 
SEDANG 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

a. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen legal terkait pemberian PBPH berupa SK PBPH 
sebagai berikut : 
1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No : 962/Kpts-

II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT 
Poleko Yubarsons Trading Coy di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. SK HPH berlaku 
untuk jangka waktu 55 tahun ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
Dr. Ir. Muslimin Nasution yang dilengkapi peta lampiran skala 1:100.000 dengan areal 
seluas ±86.599 Ha dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
tanggal 14 Oktober 1999 legal dan sah. 

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.915/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan alam. 

3) SK Perubahan Kedua berupa perubahan nama perusahaan sesuai dengan keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.991/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/ 2022 tanggal 9 September 2022. Pada SK ini 
mengubah sepanjang menyangkut nama PBPH yang semula atas nama PT Poleko 
Yubarsons Trading Coy menjadi atas nama PT Poleko Yubarsons. 

4) SK Perubahan Ketiga berupa perubahan luas areal sesuai dengan keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.17/MenLHK/Setjen/ 
HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari 2023. Pada SK ini mengubah luas areal PBPH PT 
Poleko Yubarsons menjadi seluas ±69.815 Ha di Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan 
Prov. Maluku Utara dan terdapat peta lampiran skala 1:150.000 yang ditandatangani 
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tanggal 13 Januari 2023. 

Berdasarkan pada Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1:250.000, Mosaic Citra Sentinel 2A 
Band 11 8 4 Scene T52MCD Liputan Tanggal 8 Februari 2025 dan Liputan tanggal 14 Mei 
2025. Sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 
S.1454/IPSDH/PSDH/PLA.1.03/B/11/2025 tanggal 3 November 2025. Penutupan Lahan PT 
Poleko Yubarsons berada pada areal Cagar Alam 86 Ha; Hutan Lindung 616 Ha; Hutan 
Produksi Terbatas 19.828 Ha; Hutan Produksi 28.736 Ha; Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi 12.565 dan Areal Penggunaan Lain 7.984 Ha. 

b. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak 
ada) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Poleko Yubarsons diverifikasi terdapat penggunaan kawasan yang 
sah di luar kegiatan PBPH sebagai berikut : 

1. PPKH PT Intim Mining Sentosa, No. SK.800/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2023 
tanggal 24 Juli 2023 seluas ±369,14 Ha. 

2. PPKH PT Jikodolong Megah Pertiwi, No. SK.836/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2022 
tanggal 08 Agustus 2022 seluas ±555,27 Ha  dan hasil overlap pada peta PT 
Poleko Yubarson didigitasi seluas 277 Ha. 

PT Poleko Yubarsons telah melakukan monitoring dan pelaporan serta telah melakukan 
pertemuan dengan pihak Pemegang Izin PPKH dan BPHL Wilayah XVI Ambon di basecamp 
PT Poleko Yubarsons tanggal 26 Juli 2025 dan di kantor Camat Kecamatan Obi tanggal 16 
Oktober 2025 terkait keberadaan PPKH di wilayahnya. 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 2.1.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen RKUPH Perubahan Periode 2023-2032 yang telah disahkan oleh Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sesuai SK No. 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024, ditandatangani oleh Plt Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, NIP. 196330807 198803 1 001 dan 
disalin sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi Hukum 
dan Kerjasama Teknik Ir. Deden Nurochman, S.Hut. M.P NIP 19810215 200604 1 002 dan 
distempel. 
Berdasarkan Perubahan RKUPH kegiatan yang dijalankan oleh PT Poleko Yubarsons 
berupa Multi Usaha Kehutanan yaitu Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pemulihan 
Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon) dan Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) 
Lampiran Peta RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 atas nama PT Poleko Yubarsons, Skala 
1:100.000 yang dibuat oleh Ganisph Canhut atas nama Pasha Cahyo Basworo Register No. 
01230003308 dan diketahui oleh Direktur Utama PT Poleko Yubarsons Ichan’s Liwongto 
serta disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. NIP 1963080719988031001. 
Berdasarkan Perubahan RKUPH periode 2023-2032, PT Poleko Yubarsons merencanakan 
sebagai berikut : 
1) Penebangan dengan sistem silvikultur TPTI : 

a) Etat luas maksimum ±14.004 Ha/10 tahun 
b) Etat volume maksimum ±372.593,94 m3/10 tahun 
c) Target volume tebangan RKT didasarkan atas hasil ITSP dengan intensitas 100% 

2) Merencanakan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan kegiatan : 
a) Pemulihan lingkungan seluas ±2.968 Ha/30 tahun. 
b) Perlindungan keanekaragaman hayati seluas ±3.215 Ha/ 30 tahun yang 

dilaksanakan pada areal LOA. 
c) Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon disesuaikan dengan Dokumen 

Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM). 
3) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan dengan kemitraan konsesi 

berupa penanaman buah-buahan berkayu (durian, rambutan, dan buah-buahan 
berkayu lainnya) seluas 240 Ha dan penanaman jenis tanaman penghasil pangan, 
getah, buah, biji, daun dan kulit seluas 160 Ha dengan pola agroforestry. Kemitraan 
Konsesi dilakukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam 
Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). 

Terdapat laporan akhir hasil Quick IHMB PBPH PT Poleko Yubarsons Provinsi Maluku Utara 
yang telah disampaikan ke Dirjen PHL sesuai surat Direktur Utama PT Poleko Yubarson No. 
01/PY/Jkt/I/2023 tanggal 25 Januari 2023. 

b. Verifier 2.1.2.a : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi 
hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: RKUPH : 
Tersedia dokumen RKUPH Multi Usaha Kehutanan Periode 2023-2032 yang telah disahkan 
oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai SK No. 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. 
RKTPH tahun 2024 : 
Terdapat dokumen RKTPH tahun 2024 yang telah disahkan secara Self Approval melalui 
aplikasi SIPASHUT oleh Direktur Utama PT Poleko Yubarsons dengan SK No. 027/SK/Dir-
PY/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024. 
Terdapat perubahan RKTPH Tahun 2024 yang telah disahkan secara Self Approval melalui 
aplikasi SIPASHUT oleh Direktur Utama PT Poleko Yubarsons dengan SK No. 030/SK/Dir-
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PY/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2024. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000. Pada Perubahan RKTPH 
tahun 2024 PT Poleko Yubarsons merencanakan produksi sebagai berikut : 
1) Target Murni 2024 TPTI seluas 1.179,00 Ha; 19.719 pohon volume 34.655,18 m3. 
2) Target Carry Over NIHIL 
RKTPH tahun 2025 : 
PT Poleko Yubarsons telah menerbitkan dokumen RKT Tahun 2025 yang telah disahkan 
secara self approval melalui Keputusan Direktur Utama Nomor : SK.01/PY/II/2025 tanggal 
05 Februari 2025 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 
Terdapat dokumen Perubahan RKTPH tahun 2025 yang telah disahkan secara Self 
Approval melalui aplikasi SIPASHUT oleh Direktur Utama PT Poleko Yubarsons dengan SK 
No. SK.06/PY/VIII/2025, tanggal 18 Agustus 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2025. Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000. 
Pada Perubahan RKTPH tahun 2025 PT Poleko Yubarsons merencanakan produksi 
sebagai berikut : 
1) Target Murni 2025 seluas 1.308,00 Ha; 13.241 pohon volume 37.549,58 m3. 
2) Target Carry Over 2024 seluas 501,00 Ha; 7.590 pohon volume 13.468,01 m3 
GANISPH Canhut : 
1) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH 

Perencanaan Hutan atas nama Pasha Cahyo Basworo Register No. 01230003308, 
Persetujuan Penugasan No. 140524009  tanggal 07 Mei  2024  dan Penempatan 
GANISPH No. 142337295816 tanggal 16 Juli 2024 berlaku sampai 31 Juli  2024. 

2) Peta Lampiran Perubahan RKTPH Tahun 2024 dibuat dan ditandatangani oleh 
GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Edi Triono Register No. 01230009919, 
Persetujuan Penugasan No. 140924020  tanggal 13 September 2024  dan Penempatan 
GANISPH No. 140899156027 tanggal 13 September 2024 berlaku sampai 31 
Desember 2024 

3) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH 
Perencanaan Hutan atas nama Wimpi Manikam Register No. 01240022019, Persetujuan 
Penugasan No. 141024016  tanggal 12 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 
144759200082 tanggal 25 Oktober 2024 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2029 

c. Verifier 2.2.1.a : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: ITSP pada RKT 2024 
Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen 
laporan hasil cruising Tahun 2024 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan atas nama 
Pasha Cahyo Basworo Register No. 01230003308, Persetujuan Penugasan No. 140524009  
tanggal 07 Mei  2024  dan Penempatan GANISPH No. 142337295816. 
Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2024 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2024 pada areal seluas 1.179 Ha 
sebanyak 24.502 Batang Volume 59.534,78 m3. 
Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising RKT 2024 yang ditandatangani oleh 
GANISPH atas nama Pasha Cahyo Basworo Register No. 01230003308, Persetujuan 
Penugasan No. 140524009  tanggal 07 Mei  2024  dan Penempatan GANISPH No. 
142337295816 dan Direktur Utama PT Poleko Yubarsons tanggal 04 Juli 2024.  
ITSP pada RKT 2025 
Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen 
laporan hasil cruising Tahun 2025 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan atas nama 
Wimpi Manikam Register No. 01240022019, Persetujuan Penugasan No. 141024016  tanggal 
12 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 144759200082 tanggal 25 Oktober 2024 
berlaku sampai dengan 21 Agustus 2029. 
Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2025 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
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hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2025 pada areal seluas 1.320 Ha 
sebanyak 16.426 Batang Volume 60.768,47 m3. 
Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising 2025 yang ditandatangani oleh GANISPH 
Canhut atas nama Wimpi Manikam Register No. 01240022019, Persetujuan Penugasan No. 
141024016  tanggal 12 Oktober  2024  dan Penempatan GANISPH No. 144759200082 
tanggal 25 Oktober 2024 berlaku sampai dengan 21 Agustus 2029 dan Direktur  PT 
Poleko Yubarsons tanggal 04 Februari 2025. 
Hasil observasi lapangan menjumpai adanya penandaan pohon dan jalur dengan lokasi 
yang sesuai pada lokasi kegiatan cruising 2025. Pohon yang akan ditebang diberi label ID 
Barcode yang dapat dibaca dengan barcode scanner.   
Hasil uji petik lapangan pada Petak AH-12 RKT 2025 pada titik koordinat S 01° 25’ 46,8’’ 
dan E 127° 36’ 42,0’’ dan sekitarnya, terdapat kegiatan penebangan dan penyaradan kayu 
serta masih ditemukan adanya pohon hasil ITSP yang belum ditebang dan terdapat 
kesesuaian penandaan pohon dan lokasinya 

d. Verifier 2.2.1.b : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah memiliki Peta RKT Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 
yang telah tergambarkan areal yang akan ditebang dan areal yang tidak ditebang berupa 
Sempadan Sungai dan areal Kebun Benih. Untuk areal yang akan dikerjakan pada Blok 
RKT 2024 dan 2025 diberi tanda warna kuning yang diarsir kemudian untuk areal yang 
dilindungi diberi tanda blok warna merah. 
Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap implementasi tanda-tanda batas kawasan lindung 
atau areal yang tidak boleh ditebang dijumpai adanya kesesuaian letak dan lokasi sebagai 
berikut : 

No. Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Plang Kawasan 
Lindung Sempadan 
Sungai Tabuji yang 
berbatasan dengan 
Petak AJ-12 RKT 
2025  

S 01° 24’ 43,2”  
E 127° 36’ 13,7”  

Terdapat Patok warna merah dan 
putih, terdapat signboard dari 
bahan kayu warna putih dan 
huruf warna hitam  ukuran 100 
cm x 20 cm dan banner 
Sempadan Sungai serta terdapat 
rintisan dan cat batas pada pohon 
warna biru sepanjang jalur 

2 Plang Kawasan 
Lindung Sempadan 
Sungai Emas yang 
berbatasan dengan 
Petak AJ-12 RKT 
2025  

S 01° 24’ 34,7”  
E 127° 36’ 12,5”  

Terdapat Patok warna merah dan 
putih, terdapat banner Sempadan 
Sungai serta terdapat rintisan dan 
cat batas pada pohon warna biru 
sepanjang jalur. 

3 Plang Kebun Benih 
pada RKT 2024 

S 01° 25’ 54,8”  
E 127° 35’ 09,6”  

Penandaan signboard dari kayu 
ukuran 100 cm x 40 cm dicat 
putih dengan tulisan warna hitam, 
Lokasi pemasangan plang tidak 
persis pada batas kebun benih.  

 
 

e. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya 
di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah memiliki Peta RKT Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 
yang menggambarkan batas blok dan batas petak dengan garis warna hitam di sekeliling 
blok. 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 45 dari 54 
 

Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap implementasi tanda-tanda batas blok dan petak 
tebangan pada RKT 2024 dan 2025 menunjukkan kesesuaian antara peta dan lokasi di 
lapangan dengan penandaan yang jelas sebagai berikut : 

No Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Signboard RKT 
2025, Patok batas 
dan batas Petak 

S 01° 24’ 42,4”  
E 127° 36’ 14,3”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna biru ukuran 
100 cm x 60 cm.  
Terdapat Patok batas Blok dari 
kayu ukuran 10 cm x 10 cm dicat 
warna merah dan putih dan 
rintisan batas dengan cat warna 
merah strip 3 sepanjang jalur 

2 Signboard RKT 
2024 

S 01° 25’ 32,8”  
E 127° 34’ 36,2”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna hitam 
ukuran 100 cm x 60 cm.  
Terdapat rintisan batas dengan 
cat warna merah strip 3 
sepanjang jalur 

3 Batas Blok RKT 
2025 sekaligus 
batas Petak AJ-12  

S 01° 24’ 42,4”  
E 127° 36’ 14,3”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 3 sepanjang jalur 

4 Batas Petak AJ-12 
dan AI 12  RKT 
2025  

S 01° 25’ 04,3”  
E 127° 36’ 32,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

5 Batas Petak AI-13 
dan AI-12  RKT 
2025  

S 01° 25’ 09,2”  
E 127° 36’ 46,0”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

6 Batas Petak AI-14 
dan AI-13  RKT 
2025  

S 01° 25’ 18,4”  
E 127° 37’ 18,2”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

7 Batas Petak AH-12 
RKT 2025 dan AH-
13  yang juga Batas 
Blok RKT 2025  

S 01° 25’ 49,3”  
E 127° 36’ 47,1”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 3 sepanjang jalur. 

8 Batas Petak AI-08 
dan AI-09 sekaligus 
batas Blok RKT 
2024 

S 01° 25’ 32,6”  
E 127° 34’ 35,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 
kuning dan huruf warna hitam 
ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 3 sepanjang jalur. 
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9 Batas Petak AH-09 
dan AH-10  RKT 
2024 

S 01° 25’ 50,5”  
E 127° 37’ 08,3”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur. 

10 Batas Petak AH-10 
dan AG-10  RKT 
2024 

S 01° 26’ 10,6”  
E 127° 35’ 13,8”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur. 

11 Batas Petak AG-10 
dan AF-10  RKT 
2024 

S 01° 26’ 43,1”  
E 127° 35’ 21,7”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 30 cm x 10 cm. 
Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur. 

 
 

f. Verifier 2.2.1.d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan 
lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Tidak Diterapkan/ Not Applicable (N/A) 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen RKUPH PT Poleko Yubarsons tidak memiliki rencana 
sistem silvikultur THPB dan pada RKT 2024 dan 2025 diketahui bahwa PT Poleko 
Yubarsons tidak merencanakan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman baik berupa 
penanaman sistem silvikultur THPB maupun penanaman dengan sistem silvikultur SILIN.  
 

3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PBPH PT Poleko Yubarsons telah memiliki akun SIPUHH Online dengan sarana prasarana, 
SDM dan operator yang memadai seperti jaringan internet  Starlink, peralatan komputer dan 
operator SIPUHH yang telah ditunjuk.   
Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan sebagai berikut : 
1. PT Poleko Yubarsons telah menetapkan alur angkutan kayu dan simpul PUHH di mana 

kayu diangkut dari TPn di Blok RKT menuju TPK Hutan yang sekaligus menjadi 
Logpond Kadera, pengiriman kayu ke industri dilakukan dari TPK Hutan atau Logpond 
Kadera langsung menuju industri sehingga PT Poleko Yubarsons tidak memiliki TPK 
Antara. 

2. Lokasi TPn dan TPK Hutan tahun 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.02/PY/V/2024, tanggal 15 Mei  2024. 

3. Lokasi TPn dan TPK Hutan tahun 2025 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.02/PY/II/2025, tanggal 12 Februari 2025 yang 
menetapkan lokasi TPn pada 21 titik di masing-masing petak tebangan serta lokasi 
TPK Hutan Kadera di Desa Baru pada koordinat S 010 24’ 32”; E 1270 31’ 57” seluas 
±1,5 Ha dengan kapasitas ±8.000 m3 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. 

PT Poleko Yubarsons memiliki GANISPH PKB sesuai dengan dokumen GANISPH pada 
SIGANISHUT dengan penugasan dan penempatan sebagai berikut : 

No Nama Register Penugasan Penempatan Keterangan 

1 Eko Heri Sukoco 23230007169 160725009 167228187227 P2LHP TPK 
Hutan 
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2 Sugiono 23240022036 141024017 142415885118 P2SKSHHK 
TPK Hutan 

3 Nurdin Tuo 23230019684 140823074 148296658721 P2LHP (resign) 

4 Taufan Adi S 23230007642 140824014 142100326445 P2SKSHHK 
(resign) 

Pada periode audit (Juni 2024 – Oktober 2025 dan saat audit 15 November 2025), PT 
Poleko Yubarsons diverifikasi telah menerbitkan buku ukur pada RKT 2024 dan Buku Ukur 
RKT 2025. Buku Ukur telah diunggah ke dalam SIPUHH dan digunakan dasar untuk 
penerbitan LHP. Penerbitan Buku Ukur selama periode audit sebanyak 30 Set Buku Ukur 
sejumlah 10.882 Batang Volume 54.885,30 m3. 
LHP telah diterbitkan oleh GANISPH Penerbit LHP atas nama Nurdin Tuo Register No. 
23230019684; Penugasan No. 140823074 dan Penempatan No. 148296658721 saat ini 
sudah resign dan digantikan oleh  Eko Heri Sukoco Register No. 23230007169, penugasan 
No. 160725009 dan Penempatan No. 167228187227. Penerbitan LHP  sesuai dengan 
penerbitan Buku Ukur dan kayu yang diproduksi di TPK Hutan. Selama periode audit PT 
Poleko Yubarsons telah menerbitkan LHP sebanyak 30 Set LHP 10.882 Batang Volume 
54.885,30 m3 sebagai berikut : 

No No. LHP dan Tanggal Kel. Jenis 
TOTAL 

Btg m3 

1 01-LHP-KBK-PWH-RKT-PY-VIII-2024 Meranti 63 32,64 

 05/08/2024 R. Camp 20 8,48 

2 01-LHP-KBS-PWH-RKT-PY-VIII-2024 Meranti 42 36,36 

 05/08/2024 R. Camp 16 12,40 

3 
01-LHP-KBS-BLOK-RKT-PY-VIII-
2024 Meranti 25 63,80 

 08/08/2024 R. Camp - - 

4 
01-LHP-KBB-BLOK-RKT-PY-VIII-
2024 Meranti 425 2.065,95 

 08/08/2024 R. Camp - - 

5 
02-LHP-KBB-BLOK-RKT-PY-VIII-
2024 Meranti 258 1.230,59 

 15/08/2024 R. Camp - - 

6 
03-LHP-KBS-BLOK-RKT-PY-VIII-
2024 Meranti 53 113,96 

 27/08/2024 R. Camp - - 

7 
03-LHP-KBB-BLOK-RKT-PY-VIII-
2024 Meranti 912 4.215,82 

 27/08/2024 R. Camp - - 

8 01-LHP-KBB-BLOK-RKT-PY-IX-2024 Meranti 239 1.414,19 

 22/09/2024 R. Camp - - 

9 01-LHP-KBB-BLOK-RKT-PY-X-2024 Meranti 189 1.004,14 

 06/10/2024 R. Camp - - 

10 01-LHP-KBB-TPTI-PY-XI-2024 Meranti 322 1.749,90 

 10/11/2024 R. Camp - - 

11 01-LHP-KBB-TPTI-PY-XII-2024 Meranti 772 4.181,64 

 06/12/2024 R. Camp - - 

12 02-LHP-KBB-TPTI-PY-XII-2024 Meranti 954 4.728,58 

 23/12/2024 R. Camp - - 

13 01-LHP-KBK-PWH-RKT-PY-II-2025 Meranti 9 2,06 

 25/02/2025 R. Camp 12 2,16 

14 02-LHP-KBS-PWH-RKT-PY-II-2025 Meranti 42 29,55 
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 25/02/2025 R. Camp 38 29,26 

15 03-LHP-KBB-CO-PY-III-2025 Meranti 622 3.094,69 

 10/03/2025 R. Camp - - 

16 04-LHP-KBB-RKT-PY-III-2025 Meranti 447 2.308,90 

 22/03/2025 R. Camp - - 

17 05-LHP-KBB-RKT-PY-IV-2025 Meranti 681 3.441,17 

 25/04/2025 R. Camp - - 

18 06-LHP-KBB-CO-PY-V-2025 Meranti 630 3.303,15 

 17/05/2025 R. Camp - - 

19 07-LHP-KBB-CO-PY-V-2025 Meranti 402 2.133,43 

 29/05/2025 R. Camp - - 

20 08-LHP-KBB-CO-PY-VI-2025 Meranti 196 1.194,91 

 11/06/2025 R. Camp - - 

21 09-LHP-KBB-CO-PY-VII-2025 Meranti 225 1.242,19 

 09/07/2025 R. Camp - - 

22 10-LHP-KBB-RKT-PY-VII-2025 Meranti 313 1.758,42 

 10/07/2025 R. Camp - - 

23 11-LHP-KBB-RKT-PY-VII-2025 Meranti 353 1.899,81 

 15/07/2025 R. Camp - - 

24 12-LHP-KBB-CO-PY-VII-2025 Meranti 250 1.491,35 

 29/07/2025 R. Camp - - 

25 13-LHP-KBB-RKT-PY-IX-2025 Meranti 459 2.314,74 

 22/09/2025 R. Camp - - 

26 14-LHP-KBB-RKT-PY-X-2025 Meranti 802 4.012,83 

 09/10/2025 R. Camp - - 

27 03A-LHP-KBK-PWH-RKT-PY-X-2025 Meranti 12 3,04 

 11/10/2025 R. Camp 4 0,78 

28 03B-LHP-KBS-PWH-RKT-PY-X-2025 Meranti 37 35,16 

 11/10/2025 R. Camp 26 24,86 

29 15-LHP-KBB-RKT-PY-X-2025 Meranti 707 3.935,44 

 30/10/2025 R. Camp - - 

30 16-LHP-KBB-RKT-PY-XI-2025 Meranti 325 1.768,95 

 14/11/2025 R. Camp - - 

 TOTAL Meranti 10.766 54.807,36 

  R. Camp 116 77,94 

   10.882 54.885,30 

Hasil uji petik terhadap keberadan kayu di TPK Hutan dan penandaannya dijumpai adanya 
kesesuaian penandaan kayu dan keberadaannya di lapangan. 

b. Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan 
yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pengangkutan Kayu PT Poleko Yubarsons dilakukan dari TPn di Petak Tebangan menuju 
TPK Hutan; dan dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu. 
Pada rentang waktu audit (Juni 2024 s.d Oktober 2025 dan saat asudit tanggal 15 
November 2025), PT Poleko Yubarsons diverifikasi telah melakukan kegiatan pengangkutan 
kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB sebagai berikut : 
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- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju Industri Kayu sebanyak 14 Set 
SKSHHK-KB sejumlah 9.855 Batang Volume 50.821,74 m3. 

- Terdapat penerbitan DKDS di TPK Hutan sejumlah 344 Batang Volume 257,82 m3 
sesuai dengan BAP DKDS sebagai berikut : 
 No. 01-DKDS-PY-VIII-2024 tanggal 20 Agustus 2024; sejumlah 141 Btg; 89,88 m3 

 No. 02-DKDS-PY-IX-2024 tanggal 08 September 2024; sejumlah 15 Btg; 21,74 m3 

 No. 03-DKDS-PY-XII-2024 tanggal 21 Desember 2024; sejumlah 8 Btg; 19,33 m3  

 No. 01-DKDS-PY-III-2025 tanggal 09 Maret 2025 sejumlah 101 Btg; 63,03 m3 

 No. 01-DKDS-PY-X-2025 tanggal 28 Oktober 2025 sejumlah 79 Btg; 63,84 m3. 
Keberadaan stok kayu berdasarkan dokumen LMKB adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
TPK Hutan 

Btg M3 

1 Stok Awal - - 

2 Penambahan LHP 10.882 54.885,30 

3 Pengurangan :   

a Kayu Keluar dari TPK Hutan ke Industri 9.855 50.821,74 

b DKDS 344 257,82 

 Sub Jumlah Pengurangan 10.199 51.079,56 

4 Stok Akhir 683 3.805,74 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengukuran stok kayu di TPn pada koordinat S 01° 24’ 
30,0” E 127° 31’ 55,7” dijumpai adanya tumpukan kayu hasil produksi pada RKT 2025 dan 
dilakukan pengukuran sebanyak 100 batang dan membandingkan dengan Buku Ukur dan 
LHP diperoleh hasil sebagai berikut : 
o Jenis Kayu  :  Sesuai 
o Perbedaan Volume :  2,34% (Berdasar LHP sebanyak 100 Batang volume 524,01 m3, 

dan hasil pengukuran sebanyak 100 Batang volume 536,55 m3, 
selisih volume pengukuran 12,54 m3 atau 2,34%) di bawah 
toleransi selisih pengukuran kayu sebesar 5%. 

Berdasarkan pada data penerbitan Invoice PT Poleko Yubarsons diketahui bahwa terdapat 
kesesuaian antara volume penjualan dengan volume penerbitan SKSHHK-KB ke Industri 
dan pengecekan pada SIPATOK terdapat invoice kepada masing-masing tujuan penerima 
kayu yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB ke industri. 

c. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan 
dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH 
dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain 
sebagai berikut : 
- Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id 

barcode. 
- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : 

a) Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.  
b) Label warna kuning yang berisi id barcode. 
c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode 
scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu diketahui bahwa kayu hasil produksi 
PT Poleko Yubarsons dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dan 
sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/tujuan industri. 

d. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 
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Uraian singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit diketahui bahwa dokumen Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH 
dan telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH diterbitkan melalui 
sistem SIPNBP sesuai ketentuan dengan total tagihan yang diterbitkan untuk Billing DR 
sebesar US$ 167.529,66 dan Rp 10.851.239.112; serta Billing PSDH sebesar Rp 
4.439.416.720.  
Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SIPNBP berdasarkan data LHP yang 
telah diupload atau dilaporkan. 
PBPH PT Poleko Yubarsons telah melakukan pembayaran atas Billing DR dan/atau PSDH 
dari  LHP RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, sesuai dengan kode billing yang 
diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan 
Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri.  Adapun total 
pembayaran Billing Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan 
adalah sebagai berikut: 

- DR sebesar US$ 167.529,66 dan Rp 10.851.239.112,- 
- PSDH sebesar Rp 4.439.416.720,- 

Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SIPNBP berdasarkan Kode Billing  
yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP, dapat dipastikan bahwa 
pada saat pelaksanaan audit PBPH PT Poleko Yubarsons  sudah tidak memiliki tunggakan 
ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. Dalam tampilan layer 
SIPUHH terlihat bahwa LHP terakhir telah LUNAS DR PSDH. 

e. Verifier 3.3.1 : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PBPH PT Poleko Yubarsons yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 
dengan Nomor 064.SPHL.017 berlaku sampai dengan 10 Juli 2030 dan Perjanjian Sub 
Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan  LPVI PT Trustindo Prima Karya No. 51/SL-
SVLK/017/PY-1/7/2024 tanggal 15 Juli 2024. 
Tanda V-legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada log kayu 
bertanda SVLK bertuliskan SVLK Indonesia dan hasil pengecekan di lapangan pada saat 
audit telah menggunakan Tanda SVLK. 
ID Barcode yang dibubuhkan pada log kayu yang telah diukur bertuliskan barcode dan logo 
SVLK Indonesia PHL-31-01-0066 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1 : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons merupakan hasil perubahan nama dari Poleko Yubarsons Trading 
Coy dimana Perusahaan ini merupakan gabungan dari badan hukum PT Poleko Trading 
Coy dan PT Yubarsons Trading Coy. PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen lingkungan 
yang mencakup seluruh areal kerja berupa Studi Evaluasi Lingkungan atas nama PT 
Yubarson Trading Coy seluas ± 45.000 Ha yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi 
Pusat Amdal Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan No. 10/DJVI//AMDAL/94 
tanggal 20 April 1994 dan SEL atas nama PT Poleko Trading Coy  seluas ± 60.000 Ha yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Republik 
Indonesia dengan No. 11/DJVI//AMDAL/94 tanggal 20 April 1994.  Studi Evaluasi 
Lingkungan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. 

b. Verifier 4.1.2.a : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 
Rencana Pematauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Polekko Trading Coy yang telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutahan melalui Surat Keputusan No. 
78/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 April 1995. Terdapat matrik terkait dengan RKL dan RPL PT 
Poleko Yubarsons 

c. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi 
dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 
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Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan 
RPL yang disusun dan PT Poleko Yubarsons telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan 
pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semester 
Pelaksanaan RKL - RPL yaitu Semester I dan II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 
sebagai berikut : 
a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I Tahun 2024 
b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2024 
c. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2025  
Laporan semester Pelaksanaan RKL dan RPL PT Poleko Yubarsons telah disampaikan dan 
dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara 
sesuai dengan tanda terima yang disampaikan dan  terdapat bukti penyampaian laporan 
kegiatan RPL dan RKL sesuai dengan tanda terima di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Maluku Utara tanggal 27 Februari 2025 dengan Surat Pengantar No. 05.A/PY/KC/II/2025 
tanggal 24 Februari 2025  untuk Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 
2024 serta sesuai dengan tanda terima di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara 
tanggal 25 September 2025 dengan Surat pengantar No. 14/PY/KC/VIII/2025 tanggal 18 
Agustus 2025 untuk Laporan RKL RPL  Semester I tahun 2025.   
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang dilakukan oleh PT Poleko Yubarsons antara lain: 

a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan kawasan lindungnya. 
b. Pengamatan erosi dan curah hujan 
c. Pemasangan papan larangan dan himbauan. 
d. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR. 
e. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan kesepakatan dengan 

masyarakat. 
f. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat 

sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal. 
 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Selanjutnya PT Poleko Yubarsons telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan 
dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional 
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Dokumen tersebut yaitu SOP K3 No. Dok. 
No. SO-6-09 No. Revisi : 00 tanggal 27/11/2023 dan telah direvisi sesuai dengan dokumen 
SOP K3 No. SO-6-09 Revisi 01 tanggal 21 Agustus 2025. Dokumen Revisi SOP K3 dibuat 
oleh Kabag. Umum, diperiksa oleh Manager Camp dan disetujui oleh Direktur 
PT Poleko Yubarsons memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
sebagaimana telah diputuskaan oleh Direktur melalui SK. No. 14/PY/VIII/2025 tanggal 15 
Agustus 2025 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (P2K3) PT Poleko Yubarsons. Kepengurusan sebagai berikut : 

Ketua : Rojer Lee Sulistio 

Sekretaris : Vincentius Adiyanto  

Pelaksanan Harian K3 : Dandi Ghazy Asfihani 

Anggota : Muhammad Hasyim Musyadid,  
Yongky Resirwawan 
Saldi 

 

b. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Poleko Yubarsons telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan 
pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional 
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pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan di dapur, persemaian, 
speedboat, produksi kayu genset sampai dengan kegiatan di bengkel. 
Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Poleko Yubarsons Bulan Oktober tahun 
2025 sebagai berikut : 

No. Peralatan Satuan 
Bulan Penambahan Kumulatif 

Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini 

1 Kotak P3K Buah 5 3 8 

2 Topi Pengaman / Helm Buah 48 - 48 

3 Sarung Tangan Pasang 48 - 48 

4 Sepatu Boots Pasang 48 - 48 

5 Kacamata Pengaman (Las) Buah 2 - 2 

6 Masker Kotak 3 - 3 

7 Tabung Pemadam Api Buah 10 2 12 

8 Radio Komunikasi Unit 6 - 6 

9 Spanduk / Papan Himbauan Buah 4 - 4 

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh 
PT Poleko Yubarsons, yaitu berupa  : 

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain 
Kantor; Mess Staff; Mess Karyawan; Kantin, Speedboat dll. 

2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety, Rompi dan APD lainnya termasuk 
pelampung di speedboat. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa 
karyawan telah menggunakan APD tersebut. 

3) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dan pada kendaraan LV dan speedboat dengan 
peralatan P3K yang memadai dan cukup. 

4) Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan. 
5) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat 

c. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pada periode audit bulan Juni 2024 – Oktober 2025 dan saat audit  tanggal 15 November 
2025 diverifikasi terdapat laporan kejadian kecelakaan kerja berupa catatan kejadian 
kecelakaan kerja setiap bulan. 
Hasil verifikasi dokumen laporan kejadian kecelakaan kerja selama periode audit diketahui 
bahwa pada PT Poleko Yubarsons telah tercatat kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut : 
1) Pada tanggal 16 Juni 2024 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Jakimun yang 

terhimpit drum berisi oli, mengakibatkan jari patah dan sudah diberikan pertolongan 
serta perawatan dari puskesmas dan rujukan ke Ternate serta yang bersangkutan 
beristirahat selama 2 minggu. 

2) Pada tanggal 31 Juli 2024 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Gerald Katiandago 
yang terkena tebasan parang saat ingin memotong kayu di hutan, sudah diberikan 
pertolongan serta perawatan dan obat dan yang bersangkutan beristirahat selama 1 
minggu. 

3) Pada tanggal 10 Agustus 2024 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Nurdin Makka  
yang terkena ranting pohon di bagian badan, mengakibatkan luka ringan dan sudah 
diberikan pertolongan  serta yang bersangkutan beristirahat selama 1 hari. 

4) Pada tanggal 15 September 2024 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Thomas 
James Popana yang terkena Palu Paku S, mengakibatkan kondisi jari bengkak dan luka 
ringan dan sudah diberikan pertolongan serta perawatan serta yang bersangkutan 
beristirahat selama 1 hari. 

5) Pada tanggal 07 Januari 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Romi Pou 
Terhena yang terkena dahan kayu yang jatuh dan luka ringan, sudah diberikan 
pertolongan serta perawatan serta yang bersangkutan beristirahat selama bulan 
Januari. 
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6) Pada tanggal 10 Februari 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Arif Setiawan 
yang terkilir akibat mengangkat tabung oksigen dengan posisi yang salah, 
mengakibatkan terkilir dan sudah diberikan pertolongan serta perawatan. 

7) Pada tanggal 13 Februari 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Joko 
Pamungkas yang terkilir akibat mengangkat tabung oksigen dengan posisi yang salah, 
mengakibatkan terkilir dan sudah diberikan pertolongan serta perawatan. 

8) Pada tanggal 21 Juli 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Abdul Wahab 
yang terkena kayu di bagian pelipis mata, dan sudah diberikan pertolongan serta 
perawatan dan beristirahat selama 2 hari. 

9) Pada tanggal 01 September 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. Sumarno 
Wance yang terkena rantai chainsaw di bagian jari, mengakibatkan cedera dan harus 
operasi menggunakan BPJS Ketenagakerjaan dan telah kembali bekerja tanggal 20 
September 2025. 

10) Pada tanggal 01 Oktober 2025 kejadian kecelakaan kerja atas nama Sdr. La Mansyur 
yang terkena dahan kayu jatuh di bagian telinga, mengakibatkan telinga robek dan telah 
dilakukan perawatan di RS Laiwui an kembali bekerja tanggal 10 Oktober 2025. 

Dokumen laporan catatan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan 
stempel tanda terima dari instansi tersebut. 
Terdapat bukti dokumen kegiatan terkait upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lapangan oleh Tim Penanggung Jawab K3 PT Poleko Yubarsons, yaitu berupa pembuatan 
SOP K3 dan sosialisasinya, briefing K3 serta pemasangan rambu di jalan untuk mengurangi 
dan mencegah kejadian kecelakaan, dan melakukan inspeksi penggunaan APD di lapangan 
dan mengevaluasi penggunaan APD pada pekerja di lapangan. 
 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa di lingkungan  karyawan  PT Poleko 
Yubarsons tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Karyawan PT Poleko Yubarsons belum 
membentuk serikat pekerja namun pihak Perusahaan memberikan jaminan akan kebebasan 
berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. 
Terdapat Surat Edaran Direktur Utama PT Poleko Yubarsons No. 011/SE/Dir-PY/I/2024 
tanggal 22 Januari 2014 tentang Kebebasan Berserikat. Berdasarkan Surat Edaran tersebut 
PT Poleko Yubarsons mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/karyawan 
untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hak dan kewajiban 
peserta terkait kepesertaannya sebagai anggota maupun pengurus dalam Serikat Pekerja 
diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
Terdapat BAP Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) No. 
05/PY/KC/IX/2025 tanggal 17 September 2025, dan telah diajukan ke Disnakertran 
Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dan disahkan sesuai dengan Surat 
Permohonan No. 07/PY/KC/IV\X/2025 tanggal 22 September 2025.  
Susunan pengurus lembaga kerjasama bipartit PT Poleko Yubarsons adalah sebagai 
berikut : 

No Nama Jabatan Unit/ Unsur Perwakilan 

1 Eko Heri Sukoco Ketua Pekerja 

2 Susilo Adiyanto Wakil Ketua Manajemen 

3 Wimpi Manikam Sekretaris Pekerja 

4 La Salera Anggota Manajemen 

5 Vincentius Adiyanto Anggota Manajemen 

6 Sugiono Anggota Pekerja 
 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 
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L.haian srngkal

lustifikasi

Terdapai dcki.iln*n Per+l,:ran Perusaha*n PT Pslsk* Yubarssns Peri*de Tahun 2C24-2026.
Peraiuran Perusahaan :*lah riisusun berciasa*an pada Undang rLndang Nc.13 Tahun 2003.
Peratutan Perusahaan rerdiri alas XIV Bab dan 83 Pasai.

PT Poleko Yubarsons l+iah menyampaikan permohonan pengesahan Peraturan
Perusahaen kegada Ke*ala Kanlcr Dinas Tenaga Kerye dan Transrnigr*si Kabupaten
Halm*hera $eiatan r::ei::ui Sural Nc. 045JFYiI*Rili2ut24 tanggal i ldei 2024 yang dilanda
tangani oieh ilirekiur.

Terdepatdck***n Suhii Pencstalan Per*!ilran Pcrusahaan aieh DinasTra*smigrasi dan

Tenaga l{erla i abupateri He imahera Selatarr yang ditand*tangani dan disahkan oleh Kepa!a

Dinas Transmigiasi ciar' ;enaga Kerja l{abupaten Halmahera Seiatan ldme iolo,nonu, SH,

M.Si, f,JlP 1972i12"2 2*,}ifr4 1*03 tanggal 01 llovernber 2024

f Verliier 5.2.3 Keberadaa$ prkerla ya,rg bausia kurang dad l8 tahun.

Nilai Memenuki

Uraian singkat
justifikasi

Terdapai daftar karyaw"ln yang bekerja di lingkungan PT Poieko Yubarsc*s pericde Suian

Novenrber 2025 berup; karyawan Manej*men dan Staf yang dibuat aleh (ahag Persanalia
dan saat ini $grjumlah i8 Crang PKWT dan 1 orang Pekerja Harian pada bertagai labatan.
Bsrdasai-kan daftai iersqhut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masi{r di i:rawah 1B

lahun atar-r maciil Ci bawirh umur dan kary*wan telmuda Pf Poleka Yubars.{'rs lercatal atas

nama Salmin J Jun:atl 'i*ngan jabalan Helper Sgeedbcat yang lahir di Jihotamc tanggal il9
September 2007 dan b*rrgabung dengan PT Psleks Yubarsons pada ranggal 03 Seplember
2025 pada saai berusie 1B tahun.

Terdapal kesesuajan peiicatatan data tarrggal lair dengan identilas KlP yang bersangkuian

Berdasarkan nilai verifier yang diberikafi pada ma$ing-masins PRINSIP Legalitas Hasil Hutan. yaitu tidak terdapat
verifieryang ciiberikan niiai Tidak &d*menuhi". naka hasilVLHH Kayu pada PT Paleko Yubarsfiils. iiinilai MEMtNUHI

Standar VLHll.

5, KESIFllPULAN

PBPH PT Poieko Yubarsons dinilai LULUS audrt Penilikan Ke-1 {Kesatu} PHL dengan

- iotal Nilai Kinarja PHL mer:capai71,43% rian

- MEMINUHI Standar VLHH Kryu.

atau LULUS dengan predikat SE*AllS

6, PENGAFTBILANKEPUTUSAN

Tanggal : 1fi Desember 21125

Ha*il Pengambilan Keputusa* :

1l PBPH PT Poleko Yubarsons di*ilai LULUL audil Penilikan Ke-1 S-PHL dengan ;

- Totai Nilai Kinerja FHL mencapai 71,43?/o; da*
- h,lEMENUHlStandarVLHllKayu

2) Sertifikat Pengelolaan l-{utan Lestari {$-fHL.} PT Po}eko Yuha*ons dapat dipertahankan sesuai masa

berlaku dan ruang lingkup $ertifikasinya dengan predikat SEDANG.

10 Desefllber 2C25

Trustindc Prima Karya,

lr Kurnie. IPU

Direktur
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